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KEPUI-tiSdN IItJFAT'I PATI

NON{OR i' i:r'I'A}I U IT 2003

TENTANG

P{i.T t JN.' T] K PF] [ I I{SANAAN AT{ GGA RAN P trN NAPA'TA N DAN B E LAN.I,,I.

XIA ERA FI KA Btl ltATllN Pr\Tl'[AFI U N ANG GA RAN 2003

N4enimbang

BTIPA'I-I PA'I'I

bahr.va dalam rangka kclancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan i3elanja l.)aerah (APIID) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003

gunll pcncapaiarr progranr ditn seisilran pcmbangultan dcngatt didr.rkung

adrninistrasi yang tertib clan dapat dipertanggung jarvabkan, tnaka

pcrlu clitetapkan petunjuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan

llelanja Daerirh Katluapten Pati 'fahun 2003"

bahwa untuk rnal<sud tersebut diatas perlu ditctapkarr dengan

Kepi"rtusan Ilupati.

[ ]ndang-undang Nonrclr l3 -['ahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Katrupatcn Dalanr Lingkungan Propinsi .lai.va Tcngah;

l.]ndang-undang Nomor 22 -fahun 
1999 tentang Pernerintahan Daerah;

Unclang-r"rndtrng Nomor 25 'fahun 1999 tentang Perirnbangan

Keuangan antara Penrerintalr Pusat dan Daerah,

lJndang-undang Nomor I 8 -i'ahun 1999 Jasa Konstruksi,

Peraturan Pemerintah Nomor 29'Iahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nonror 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjarvaban Keuangan Daerah;

Keputusan Prcsic'lcn Itepublik Indonesia Nomor 18 'l-ahun 2000

tenlang Pedoman Perlaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi

Pernerintah.

PcratLrran Mentcri Dalarn Negeri Nomor 1l 'fahun 1980 tentang

Pe t un juk/Pcdonran 'l'ata Aclministrasi Bendahararvan Dacrah-Daerah;

Pcraturan lVicnteri l)aliim Ncgeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

'l'untutan Pelhcn<-laharaan dan -funtutan Ganti Rugi Keuangan dan

h,'lengingal

4.

5.



Ilarirng [)aerah.

10. Ileraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2001 tentang

Pcncalrutarn Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997

tentang Pengelolaan l3arang Pernerintah lJaerah.

1 [. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror I I 'rahun 2001 tentang

Pengelolaan l3arang Pernerintah Daerah;

12. surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan

Menten Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Barjan

Perencanaan l)embangunan Nasional Nornor KEP-54/A/2000 dan

Nomor Ktlp-247lM PPN/04/2002, tentang perubarran Kedua Atas

sLrrat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Baclan

Perencanaan l)emtrangunan Nasional Nomor s-42lA?0a0 dan s-
22621D.210512000 tentang Petunjuk "feknrs pelaksanaan Keputusan

Presiden Republik Indonesia No. l8 T'ahun 2000 tentang pedoman

Pe I ak sanaan Pe n gzrdaan Baran g/.lasa Instan si pe merintah ;

13. surat Kcirutusalr llcrsanra Mcrrtcri Keuangarn dan Kepala l]aclan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: s-421N20a0 dan

Nonror s-226211).?-105120a0, tentangr petunjuk l'eknis pelaksanaan

I{eputilsan Presidcn Republik Indonesia Nomor lg 'fahun 2000
'1-cntan g Pengadaan l3ara n gl.lasa Inslansi pemeri ntalr ;

14. Surat Keprrtusan fJersarna Mentcri Keuangan Repuplik Indonesia dan

Kcpala Iladan Perencairaan pembangunan Nasional Nomor : KIlp-
li2/A/2000 dan Jriomor 6lz6lD,2lllna00, tentang perubahan sural

Kcputusan llersama Menteri Keuangan iLepublik Indonesia dan

I(epe.la ilaclan Perenciinaan penrbangunan Nasional tentang petunjuk
'T'eknis Pelaksanaan Kcputusan presiden Reputrlik Indonesia Nomor
l8 'falrun 2000 tentang peclornan peraksanazin pengadaan Barang /

1,5

.lasa Instansi Pemerintah;

Keputusan Mentcri Dalarn Negeri Nom<;r 43 Tahun 1999 tentang

sistem dan Prosedur Adrni'istrasi pajak [)aera]r, RetribLrsi Daerah dan

Irenerirraan Pendapalan Lain-l atn ;

Keputusan Menteri [)alanr Negeri Nomor 29 Tahun 20a2, tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjar,vaban dan pengawasan

Keuangan l)aerah serta J-ata cara penyusunan Anggaran pendapatan

dan Belanja l)aerah, Pr:laksanaan Tirta Usaha Keuangan Daerah clan

Penvusunan Perhitungan Anggara pencrapatan dan Belanja Daeralr;

Pcraturan Daerah Kabupatcn pati Nomor l7 Tahun 2001 tentans

Ifi
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Rencana Strateiik Daerah Kabuapten Pati Tahun 20Al-2006;

18. Peraturan l)aerah Kabupaten Pati Notnor 7 Tahun 2002 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerair;

19. Peraturan l)aerah ltabupaten Pati nomor 1 Tahun 2003 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Pati T'ahun

Anggaran 2003;

MEMTJTUSKAN

Menetapkan : KEI'}UTIISAN BUPA'II PATI TENTANG PETIJNJUK

. PEI-,AKSANAAN ANGGARZ\N PENDAPATAN DAN BELANJA

DAEI{AI-I KAFIUPz\TtrN PATI 'IAIIUN ANGGARAN 2003

RAB I
I{ET'EN'TIIAN UMT]M

Bagian Fertama
Pengertian Istilah r'

Pasnl I *-.

Dalant Keputusan ini yartg dinraksr-rd dengan :

a. Penrerintalr Daerah acialah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain

sebagai Badan f:.ksekutif Daerah KabLrpaten Pati;

b. Bupati adalah Bupati Pati;

c. l)ewan Perwakilan Rakyat Daerah selaniuttrya disebut DPRD adalah Radan Legislatif

Daerah Kabupaten Pati;

d Sekrctaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;

e. I.Jnit Kerja l)acrah dalam hal ini adalah Badan/Dinas/KantoriUnit Satuan Kerja di

I-i n gkr-rn gan Petneri ntah I(all r-rpaten Pati ;

1'. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kervajiban daerah dalarn rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang tennasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

Daerah tersebut dalam kerangl<a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

g Anggaran Pendapatan dan l3elanja l)aerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

tentang APBD;

l-i. Pejabat Pengelolaan l(euangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang

berdasarkan peraturan perundang-undartgan yang berlaku diberi kewenangan tertentu

dalarn kerangka Pengelolaan Keuangan f)aerah;

i. Penregang Kekuasaan Unrurn Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang

karena iabatannya mempLlnyai kervenangan menyelenggarakan keselr-rruhan

pcngelolaan Ke uangan Daerah dan nrempunyai kewaiiban rnenyampaik;in



't

pertanggullgf awaban atas pelaltsanaan l<cwenangan tersebut kepada Dewan Perr,virkilan

ItakYat Daerah;

j Bcndahara ljmum Daerah adalah pejabat yang diberi liewenangan oleh Pemegang

Kekuasaan l;rnum pengelolaan i(euangan Daerah untuk rnengelola penerimaan dan

pengcIuaranl(asDaeralrsertasegalabentukkekayaanDaeralrlainnya;

k. pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan

arlggaran belania claerah.

l. Kas L)aerah ilcialah tempat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh lJendahara

[,lmultr Daerah:

111. Pemegang Kas aclalah setiap orang vang dituniuk darr diserahi tugas melaksanakan

kegiatan kerrendaharaan darlarn rangka pelaksanaan API]l) di setiap unit I(erja

Pengguna Anggaran f)aerah'

11 l)cnrbanlu penrcgang l(as a<lalah orang yang clitunjuk dan diserahi rnelaksanalcittt

tLrngsi keuangan tefientu untul< tnelaksanakan kegiatan pada Satuan Pernegang Kas

dalarn rangka pclaksanaan APIID di setiap unit Ikrja Pengguna Ar-rgglaran;

(). Slaluan lrr-:rncgang l(a.s adalalr unil yarrg dipinrpin olch Pcttrcgang Kas yang tcrdiri clari

beberapa Penrbantu Pemegang l(as yang rnelaksanakan masing-masing lungsi

keuangan daerah;

p Satuan Pcrnegang Kas Pembantr-r yang clisingkat SPKP adalah unit Pembantu Satuan

Pemegang Kas yang berfirngsi menerinra uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada

lernbaga teknis Daerah yang sebelLlmnya dikenal ctengan istilah Pembantu Bendahara

Khusus Penerima (PBKl'])'

q. llank pc-rnbangunal l)aerah aclalah tlanh Pen'rbangunall Daerah Jawa Tengah Cabang

Pati"

r. Dana Cadangan aclalah dana yang chsisihkan untr:k menampung ltebr-rtul-ran yang

nrcmerlukan clana rclalit- cukup besar yang tidak clapal dibebankan dalam satu tahun

il llgga ra n.

s. Penerimaan Daerah aclalah scmua penerimaan Kas l)aerah dalam periode tahun

iinggaran tertentu;

t Peirgeluaran Daerali adaluh semila pengeluaran Kas Daerah dalarn periode tahun

anggaran tertentu;

u. Pendapatan Daerah adalalr scmua penerimaan l(as Daerah dalam periode anggaran

tefientu yang tnenjadi hak daerah;

v. Ilelanja Daerah adalah semlra pengcluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran

tertentu yang rneniadi beban Dacrah;

w. i)embiayaan adalah transaksi Keuangan Daeralt yang dimaksudkan untuk menutup

se lisih anlara l)cndapatan Daerah clan 13elanja Daerah.



aa.

tll).

Sisa lebih perl,itungan APR[) tahun lalu adalah selisih letrih realisasi pcndapatan

terhadap realisasi belanja dacrah dan merrupakan kornponen pembiayaan;

Kantor Pendapatan Daerah disingkat l{apenda adalah l(antor Pendapatan Daerah

Kahrrpalcn Pat i.

L-lnit I(er"ja terliait yang disrngl<at UI('f adalah Badan, Dinas, I(antor, Instansi/Saturan

I(er-ja y?rng mengelola sumber-sumbcr pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun

scbagian, dibarvah dan atau diluar Kapenda.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BLIMD.

Ilendahara Khusus penerima irang disingkat BItP adalah Bendahara Khusus Penerirna

kantor Pcnclapatan lfaeratr yang n-lencrima setoran dari satuan pemegang kas penrbantu

nr asing-rnasin g t J K't'.

Bendahara Khusus ilenda f3erharga selanjutnya disingkat I]KBB, adalah Bendahara

Itape rrda yang lihusus nrcnge lola benda-berrda trerharga;

Petugas Peniungut adalarh Aparat,4)erangkat yang ditunjuk oleh LJK'f pengelola

Pcnclapalan Daerah untuh melaksanakan kegiatan Pemungutan Pendapatan Daerah:

I'ajak clacmlr yang sclanjutnya discbul pajak aclalalr iur:rn rvajitr yang dilakulian orang

priba<li atau L-racian kepada claerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang clapat

dipalcsakan berdasarkan peralr"rran perundting-undangarl yang berlal<u, yang digunakan

untuk uenrbiavai pcneeluaran Pernerirrtah Daerah dan Pernbangunan Daerah,

Rcstribusi Daerah yang selanjul.nva disebut retrebusi, acJalah pungutan Daerah sebagai

petrtbayarirn atas.iasa ataur pentberian ijin tertentu yang hhusus disediakan aclan atau

diberikan oieh Puiret'intah Daerah un1.ul< kepentingan orang pribadi atau badan;

Waiib Pajalt / Waiib RetribLrsi yang clisingkat WP / WR adalah orang pribadi atar-r

badan menurut peraturan perundang-undangan PerpaiakanlRetribusi daerah diwajibkan

r:ntuk melakukan pernbayaran atas Pajak / Retribusi yarig terhutang terrnasuk

pemungut alau pcmotong pa.jak tcrtenlu;

Sislern dan prosedur selanjutnya clisingkat SISDUR, adalah tata unrtarr pelaksanaann

pekerjaan dalanr suatu kcgiatan serla berlrubungan dengan kegiatan lain dalam suatu

proses yang trerkesir,atnbungan dalam suatu fungsi, untuk rnenghasilkan sesuatu yang

akan rnen-jildi nrasukan tragi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi lain

sebagai sr"ratu kclanjutan dalanr suatu proses.

Benda herharga" adalah dokumen lain yang clipersanrakan clengan Surat Keletapan

Retribusi Daerah (SKRD) vang menyebutkan nilai nominal dan clipervorasi yang

dipergunakan scbagai alat pernbayaran atau sarana pemungutan;

I'erforasi aclalah tarrda pengesahan benda berharga sebagai sarana pemungutan

retribusi daeralr.

dd
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kk. Unit Mobil gKp Keliling aclalah Kas Mobil BKP Keliling yang dilaksanakan oleh

Kapencla dalar"s rangka pengambilan rnng setoran Retribusi daerah dari Petugas

Pungut"

DAISSK adalah Dal'rar Anggaran Ilelania satuan Ker-ia (DIKDA);

DRPAIISK adalah Daflar Rincian Penggunaern Belanja Satuan l{eria (DRK);

SKO adalah Sutat l(eputusan Otorisasi;

SPM adalah Sr-rrat Per^intah Membayar.

spPB:f adalalr surat Pemrintaan Pembayaran Beban Tetap;

f3arang L)aerah aclalah semua irarang nrilik daerah yang berasal dari pembelian dengan

clana yang bersumbcr scluruhnya atau sebagian dari APBI) dan atau trcrasal dari

il

mm

Ilt]-

tx).

ltp-

qq

percllehan lainnYa ,vang sah.

rf. lJtang Daeralr aclalah .iurnlah Llang yang rvalib clibayar Daerah sebagai akibat

penyerahan uang, trarangclan atau.jasa kepada Daerah atau akitrat lainnya berdasarkan

peraturan pcrundang-undangan yan g berlaku;

ss piutang Daer:rir adalah jurnlah uang yang rterrjacli hak Daerah atau kervaiiban pihak

lail kepacia daeralr sebagai akibat pclyerahatl ualg, barang clan atau iasa olelr daeralt

atar-r akibat iainnya [er<Jasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakr"r'

tt. Pinjanran daerah aclalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari

pihak lain seir,unlah uzing atau manlbat bernilai uang sehingga daerah tersebut ditrebani

ker.valiban untuk membayar kembali ticlak terrnasuk kredit jangka pendek yang lazim

terjadi dalarn Perdagangzrn'

uu. Pelelangan a<lalah pengaclaan barang/jasa yang clilakukan secara terbuka unluk umLlfil

<lengan pengumulnan secilra luas melalui rneclia cetak dan papan pengumunlan restni

untuk peneranljan ulrunr serta trilarnana climungkinkan rnelalui media elektronik,

selingga masyaraliat lr-ras / clunia usaha 1,ang trerminat dan metnenuhi kLralitlkasi dapat

mcngctahuinva prgscdur pclclangan tlila calon penyedia barang/jasa diketahui

terbatas junrlahnya karena liarakteristik. kornpleksitas dan atau kecanggihan teknologi

pekerjaannya dan a.ta.u kelangkaan lenaga ahli atau terbatasnya perusahaan yang

mampu rnelaksanakan peker,iaan terscbut. pengaclaan trarang/jasa tetap dilakukan

dengan cara Pelelangan,

vv l)ernilihan lerngsuug nrlulah pcngaelaan barirng/.iasit tanpa mclalr-ri pclclangan clan hanya

diikuti pelyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang dilakukan dengal'r cara

lrernban4ingkan penawaran dan melakulian negosiasi, baik teknis maupLtll harga

sehipgga dipcrglelr harga yang rva.jar dan secara teknis dapat dipertanggungiarvabkan"

\vw. penr.injukan langsr-rng a<lalah pengaclaan trarang/jasa dengan cara menunjuk langsung

kepacla I (satu) penyedia barang/iasa;

KX. Srval<elola aclalah pelerksanaan pckcriaarl yang <lirencanakan, dikerjakan dan diar'vasi

senciiri dengan rnenggunkan tenaga sencliri. alat sendiri, atau borongan tenaga;



)'y. Pengadaan barang / jasa adalalr usaha atau kegiatan pengadaan barang / jasa yang

diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi : pengadaan lrarang, jasa

pemborongan, jasa konsultansi" dan jasa lainnya;

7.2. Pejabat yang benvewenang untuk menetapkan penyedia barang/jasa adalah pengguna

anggaran;

aaa. Pengguna barang/jasa adalah pengguna anggaran dan Pengendali Kegiatan yang

bertanggungjawai: sesuai kewenangannya atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa

dalam lingkup unit kerja yang bersangkutan,

bbb. Penyedia barany'jasa adalah perusahaan atau mitra keria yang melaksanakan

pengadaan barang/jasa yang tercliri dari kontraklor, pernasok, konsultan, Llsaha Kccil,

koperasi, Perguruan Tinggi, l-crnbaga llmiah Pemerintah dan Lernbaga Swadaya

Masyarakat (LSM);

ccc. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah panitia yang ditugasi untuk melaksanakan

pengadaan barang/jasa oleh Pengguna Anggaran melalui mctodc yang telah ditetapkan

bersama yaitu dengan pelelangan atau pernilihan langsung;

ddd. Aparat Pengarvasan InLcrn Pcmcrintalr Dacrah adalah Pcjabat f]arlan Pcngarvas

Kabupfaten yang lrertugas ureiakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan

barang/jasa instansi pemerintah daerah;

eee. Sertifikat Penyedia Barang/Jasa adalah sr:rtiflkat tanda bukti registrasi, klasifikasi dan

kualifikasi bagi penyedia barang/jasa terlentu sesuai dengan bidang dan

kemampuannya yang diterbitkan oleh lembaga atall asosiasi perusahaary'profesi resmi

dan telah diakreclitasi. Akreditasi bidang konstruksi dilal<ukan oleh lembaga, dan

al<reditasi untuk bidang lainnya oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (KADIN).

flL f3arang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku,

barang setengah .iadi, peralatan. yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna

barang/jasa:

ggg Jasa Pernborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi

atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan

pengguna barang,Jasa dan proses se rta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna

barang/jasa;

hlrh. Jasa konsultasi adalah layanan.jasa kealrlian prolesioanal dalarn berbagai bidang dalanr

rangka nrencapai sasaran tertcntu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan

disusun secara sislernatis berdsarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna

lasa;

iii. .fasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, jasa

pemborongan dan pemasok barang;

lj.l Dokumen Pengadaan Barang/Jasa adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia

perigadaan barang/jasa sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian



.t

penawaran oleh calon penyedia barangljasa serta evaluasi penawaran oleh panitia

Pengadaan Bar;rng/Jasa l)okunren pengadaan untuk pengadaan dengan metode

pelelangan clisebr,rt clokumen lelang;

Bagian Kedua
llfaksud dan Tujrran ,

Pasal 2-r
Maksud dan Tujrra* rlitefapkannya Keputusan ini adalah :

a. [JntLrk tlewr-ijr-rdkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas l<etentuan peraturan

pet'undang-undangan y'ang berlaku, sehingga pengelolaan Keuangan Daerah dapat

disclenggarakan dcngalr ba ili.

b. Sebagai pedornan Pelaksanaan Sistem Anggaran Kinerja;

c. Pelaksanaan fr-rngsi-l'ungsi pengurusan l(euangan Daerah cliselenggarakan sebagaimana

nrcstinya:

d. Sebagai alat pengetrdalian dan prengawasan / perleriksaan Penatansahaan Pelaksanaan

APBD;

e. Sebagai upaya unluk rneningkatkan c{'isicnsi, cfektifltas, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan AI)[]t),

f. Sebagai upaya untlrk meningkatkan kinerja unit kerja dalam pelaksanaan Anggaran /

kegiatan.

g Setragai pedoman Pclaksanaan APIIL) untlrk nre'r.rujudkan keterpaduan, keserasian, tepat

waktu, tefiib adr"ninistrasi, tepat sasaran dan rnanlhat serta disipiin Anggaran,

Bagian lretiga
I'cdornan Ijmum /

Fasal 3 I
Pedoman Unrurn

( 1). Waktu dan Siklus Anggaran

a. Tahun Anggaran berlaku sampai clengan 3 t L)esernber tahun yang bersangkutan;

b. Siklus Anggaran Daerah meliputi Penyusunarr / Perubahan APBD, Penatausahaan

Pelaksanaan l(euangan Daerah dan Perhitungan ApBD;

c. Anggaran Pendapatan dan Belarrja Dacrah i Perubahan APRD serta Perhitungan

APIID setiap tahrrn ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(2). Prinsip Pelaksanaan APBD

a Pelaksanaan Anggaran llelania Dae rah didasarkan atas prinsrp-prinsip sebagai

berikut :

I I lemat, tidak ntelah, ellsiensi dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang

disyaratkan,

2 Lrlelttil, terarah, terkendali, transparan dan akuntabilitas sesuai dengan program /

I<egiatan scrta'l-ugas Pokok clan lrungsi setiap Unit Kerja/Badan{Dinas/Kantor;



3' Mengutamafan penggunaan produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan
perkayasaan nasional dengan memperhatikan kemampuan / potensi daerah;

b' Penyelengganan rapat kerja / rapat dinas" serninar, pertemuan dan lokakarya serta
. pembentukan panitia dan tim dibatasi untuk hal-hal yang sangat penting;

c' Pemegang Kas yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal
berhalangan hadir maka :

1' Bila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, pernegang

Kas tersebut wajib mernberikan Surat Kuasa kepada Kasir untuk melakukan
pembayaran dan tugas-tugas Pemegang Kas atau tanggung jawab pemegang Kas
yang bersangkutan dengan diketahui pengguna Anggaran;

2' Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai selamanya 3 (tiga) bulan harus ditunjuk
pejahat Pemegang Ka*s oleh Pengguna Anggaran dan diadakan Berita. Acara serah
Terima Pengelolaan Kas dikirim kepada Bupati, Kepala Badan pengawas dan
Kepala Bagian 1A'pggaran dan Perbendaharaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari
keqja setelah serah terima dilakukan;

3' Bila Pemegang Kas scsuadah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas,
maka yang bersangkutan dianggap telah niengundurkan diri atau.berhenti dari
jabatan sebagai Pemegang Kas. Selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan kas dan
dibuatkan Berita Acara Hasii Perneriksaan kas, Pengguna Anggaran mengusulkan
penggantinya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan pengawas rian
Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari
kerja' Ketentuan ini berlaku bagi Pemegang Kas yang meninggal dunia atau
dirnutasikan,

4' Pemegang Kas yang baru harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh)
hari kerja setelah usulan diterima;

5' Sebelum Pemegang Ka-s yang baru ditetapkan oleh Bupati, semua tugas-tugas

::,: 
penatausahaan atau keuangan dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kasir yang

' ditunjuk;

d' Pengguna Anggaran bertanggung jarvab atas realisasi fisik, keuangan maupun tertib
administrasi pada unit Kerja / Badan / Dinas A(antor yang dipimpinnya;

e' Barang siapa yang menandatangani dan atau mengesahkan'sesuatu bukti yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak dan atau pembayaran dari Daerah,
bertanggungjawab atas kebenaran dan sahnya surat bukti tersebut,

Sagian Keempat
Pelaksanaan penatausahaan APBD ".

l'asal 4 ,-"-

Dalam Penatausahaan Pelaksanaan A-PBD, Bupati menetapkan keputusan tentang :



a. Pejabat yang diberi wewenang menanclatangani Surat Permintaan pembayaran (Spp)
Dana yang bersumber dari pusat;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Mernbayar (SpM),

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (spJ);

d. Pejabat diberi tugas sebagai Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan pada Ulit Ker.ya /
Badan/Dinas/Kantor,

e. Pegawai yang diberi tugas sebagai Pelaksana Satuan Pemegang Kas dan Satuan

Pemegang Kas Pembantu untuk melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam

Pelaksanaan APBD disetiap unit Kerja / Badan / Dinas / Kantor;

Semua proses penetapan Keputusan Bupati Pati tersebut d.i atas disiapkan oleh Bagian

Anggaran dan Perbendaharaan, Bagian Verifikasi dan Pernbukuan Setda Kab. pati;

BAB II '.
SISTEM PROSEDUR PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama
Penyetoran Pendapan Daerah "

Pasal5 .,-

(1)'Dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, UKT dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada

Kapenda;

(2)' Setiap UKT dan BUMD bertanggung jawab atas sumber penerimaan Daerah yang

menjadi wewenangnya baik mengenai j umlah maupun ketetapan pemasukannya;

(3)' Semua UKT dan BUMD yang melakukan pembayaran atas beban APBD ditetapkan

sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya sesuai peraturan yang

berlaku;

Pasal 6 ,*

(1)' BKP, BKBB dan SPKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Kepala
UKT melalui Kepala Kapenda

(2). Tugas BKP dan SpKp adalah .

a. rnenerima, menyetor r-rang pendapatan Daerah;

b. mencatat, membuku serta menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan serta

dokumen-dokumen mengenai Pendapatan Daerah secara tertib dan teratur sesuai

ketentuan yang berlaku;

c. membuat laporar/pertanggungjawaban mengenai seluruh penerimaan clan

penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya;

Pasal 7 *"

(1). Semua uang hasil penerimaan pendapatan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah

melalui BKP Kapenda secara bruto, kecuali ditentukan lain,



(2)' Uang hasil pungutan pendapatan Daerah harus disetorkan selambat-lambatnya 24 (dua
puluh empat) jam setelah penerimaannya;

(3)' Untuk mempercepat proses pemasukan uang pendapatan Daerah ke pemegang Kas
Daerah, Petugas Pemungut di wilayah kecamatan dapat menyetorkan melalui Unit
Mobil BKP Keliling sesuaijadwar ya'g terali ditentukan;

Bagian l(edua
Perpa.iakan dan Retribusi l)aerah u/'

Pasal S d

Perpajakan dan Retribusi Daerah dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

a' Pajak/Retribusi Daerah Periodikal, yaitu semua jenis pajak /retribusi claerah yang secara
periodik dikenakan kepada Wp/WR;

b' PajakiRetribusi Non Periodikal (insidentil) yaitu semua jenis pajak retribusi daerah yang
pengenaan dan pemungutannya tidak sccara periodik;

Bagian Ketiga
Sisdur Pajak/Retribusi Daerah ?.

Pasal 9 I
Sisdur Paiak/Retribusi Daerah Non Periodikal (insidentil) dilaksankan oleh UKT pengelola
pendapatan daerah yang meliputi :

a. Sisdur Benda Berharga dengan ketentuan :

1' Semua sarana pungutan (Benda Berharga) diadakan oleh Kantor pendapatan Daerah;
2' Bentuk ukuran dan warna bencla berharga ditetapkan oleh Kapenda atas permohonan

dan usulan UKT;

3' Pendistribusian benda berharga dilaksanakan oleh BKBB Kapenda langsung kepada
Petugas Pemungut atau tJKT dengan mengisi balngko formulir setelah disetuji olch
seksi Pembukuan dan peraporan Kapenda dan diperforasi;

b. Sisdur Pemungutan dengan ketentuan :

L Pajak Daerah

a)' Semua jenis Pajak Daerah Periodikal dipungut berdasarkan Surat
Pajak Daerah (sKpD) atau ketetapan rainnya yang diterbitkan setiap
Kapenda;

Ketetapan

bulan olch

b)' Jenis Pajak Daerah Non Penodikal (insidentil) dipungut memakai rnedia ben4a
berharga atau dokurnen lainnya yang dipersamakan;

2. Retribusi Daerah

a)' Jenis pungutan Retribusi Daerah Periodikal dipungut berdasarkan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau ketetapan lainnya yang diterbitkan
setiap bulan oleh llKT pengelola Retribusi Daerah;

b)' Jenis Retribusi Daerah Non Perioclikal dipungut memakai rnedia benda berharga
atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

c. Sisdur Penyetoran

II



d.

L Pajak Daerah

a). Jenis Pajak Daerah Periodikal disetorkan oleh WP larrgsungg kepada BKP

I(apenda sesuai jumlah ketetapan pajaknya dengan mernakai media Surat Setoran

Pajak Daerah (SSPD) Model DPD Model DPD - 12;

b). Jenis Pajak Daerah Non Periodikal Insendentil disetorkan oleh UKT atas dasar

jurnlah benda berharga yang terjual yang diterima dari petugas pemungut denagn

memakai media blangko model DPD - 58 A (Laporan Harian PBKP) dilampiri

Tanda Terima Uang IIKT (blangko model DPD - 57);

c). Pendapatan daerah diluar pajak yang pengenaan pemungutnya tidak memakai

Surat Ketetapan maupun Benda Berharga penyetorannya memakai media Surat

Setoran (SS) Model DPD II * 20;

2. Retribusi Daerah

a). .Ienis Retribusi Daerah Periodikal disetorkan setiap bulan oleh SPKP UKT

kepacla BKP Kapenda berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

dengan rnedia surat setoran Retribusi Daerah (ssRD) Model DpD - 13;

b). Penyetoran Retribusi Daerah Non Periodikal (insidentil) ada 2 (dua) cara :

1). SPKP UKT yang ditunjuk sebagai pemungut, menyetorkan langsung ke

BKP Kapenda memakai media blangko model DPD - 58 A dengan dilampiri

blangko Model DPD - 57;

2). Petugas pemungut lapangan dapat langsung menyetorkan melalui Unit Mobil

BKP Keliling dengan memakai media biangko Model DpD - 5g B 5g B

(Laporan l{arian Petugas Pemungut) dilampiri blangko model DpD - 57;

c). Pendapatan daerah diluar pajak yang pengenaan pemungutnya tidak memakai

Surat Ketetapan maupun Benda Berharga penyetorannya mernakai media Surat

Setoran (SS) Model DPD II - 20;

Sisdur Pernbukaan dan Pelaporan dengan ketentuan :

1. Petugas Pemungut

a). Semua hasil pungutan dan penyetoran Pajak/Retribusi Daerah serta bukti

pengeluaran benda berharga dibukukan kedalam Buku Harian Pendapatan (Buku

Harian Petugas Pemungut);

b). Dilaporkan secara periodik setiap bulan kepada UKT dengan tembusan Kapenda

memakai blangko Laporan Perhitungan Pendapatan,

2. SPKP UKT

a). Semua hasil pungutan dan penyetoran dari Petugas Pemungut dicatat clan

dibukukan ke dalanr Buku Kas Sejenis dan Bukr,r I(as Umuim;

b). Mencatat dan membukukan persediaan benda berharga ke dalam Buku harian

UKT (Model BK * 4s),



c)' Melaporkan secara periodik setiap bulan Realisasi penerinraan pendapatal

I)aerah (Model DpD * 60) kepada Kapenda;

d). Melaporkan secara periodik setiap bulan Realisasi penerimaan pendapatal

Daerah (Model -24 dilampiri sobekan BKU dan data-data pendukungnya kepa6a

Bupati lervat Kepala Bagian Verifikasi dan Pernbukuan dengan tembusan Kepala

Kapenda;

sistem tran proserr". o""3jffilJHilff 
*r^ouperusahaan 

Daerah,-t,
Pasal 10 *'"

Sistem dan Prosedur Penerimaan Bagian [,nba Pcrusahaan Daerah cliatur sebagai bcriliut .

a. Perusahaan Daerah mencatat laba/rugi ke dalam kartu Monitoring (Mociel DpD - 66)
berdasarkan Neraca dan I-aporan Laba/Rr-rgi Perusahaan Daerah tahun berjalan serta

menetapkan besarnya hak pcnerirnaan Pemerintah Daerah sesuai peraturan Daeralr yang
berlaku;

b- Kepala Daerah membuat Surat Penerimaan Pembayaran yang merupakan tagilian kepada

Direksi yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai peraturan perunclang-undangan

yang beralaku, yang ditunjukkan kepada pihak yang mempunyai otoritas untuk unluk
melakukan proses pcncairan ke l(asa Dacrah rle nrakai inccJia Surat i)cn,intaan
Pembayaran/Transfur (Model DpD 67).

c. Perusahaan Daerah mclakukan pembayaran ke Kas Daerah"

d' Kas Daerah menerima pembayaran memvalidasi bukti pembayarannya serta

menyerahkan bukti pcmtrayaran tcrscbut satu rangl<ap kcpacla Bagian pcnr6ukuan dan

Vertifikasi dan satu rangkap ke BKp Kapenda;

e' Pembayaran/penyetoran bagian laba Pcrusahaan Daerah liarus disetorkan dalarn tahun

anggaran berjalan;

BAB III //
BBT,AN.IA DAERAH *.'

Bagian Pertama
Ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal I I o,

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kervajiban daerah dalarn
melaksankan kegiatan selama I (satu) Tahun Anggaran yang akan rnenjacii pengeluaran

Kas Daerah,

Dalam pelaksanaan kegiatan TA 2003 semua unit organisasi harus berdasarkan kepada

Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang ApBD "fA 2003;

Pengeluaran Kas yang mengakibatkarr beban APBD ticlak dapat clilakukarr scbclurn

R.ancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan oleh DpRD dan ditempatkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten pati;

(l)

(2)

(3)



(4). Pengeluaran Kas sebelurn ditetapkannya RAPBD terlebih dahulu, ditetapkan dengan

Surat Keputusan Bupati dengan seijin DpRD Kabupaten pati;

(5) Pengeluaran Kas sebelum ditetapkannya RAPBD sebagaimana dimaksud ayat 4
digunakan sebagai uang muka kegiatan I uang muka kerja dan peruntukannya bagi

kegiatan yang perlu dan mendesak;

(6). Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat

Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Kepaia Daerah;

(7) Kegiatan-kegiatan dalam TA 2003 yang tertuang dalam APBD dapat dilaksanakan

pernborongan atau swakelola;

(8). Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan baik yang diswakelola maupun yang diborcngkan

harus ditandatangani oleh Petugas l'eknis Lapangan, BPK, Pengguna Anggaran 6arr

Kepala Bagian Pernbangunan dan Kcsra Setda Kabupaten l)ati untuk pengendaliarr

kegiatan. Untuk Berita Acara penyerahan pekerjaan yang pertama dan kedua selain

ditandatangani oleh kedua bclah pihak yaitu pihak pertama dan kedua jsga

ditandatangani Kepala Ragian Pembangunan dan Kcsra Setda Kabupaten pati untuk

pengendalian pelaksanaan kegiatan;

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran Dan Pemegang Kas vo.

Pasal 12 u'

(l) Pengguna Anggaran adalah Kepata Unit Kerja pemegang kekuasaan penggunaan

anggaran belanja daerah pada unit kerfa yang t'rersangkutan yang ditetapkan ciengal

Kcputusan Bupal"i:

(2). Tugas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (l ) pasal ini adalah :

a' 1. Membuat DIKDA (DABSK) cian PAB (DRPABSK) berdasarkan data yang

tercantum dalam APBD;

2. Dalarn pembuatan DIKDA (DABSK) dan PAII (DRPAIISK) / DI{K agar

berpedoman pada standarisasi indeks biaya kegiatan pemeliharaan, pengadaan dan

honorarium mengacu Keputusan Bupati Pati tanggal l9 Septernber 2002 No6or
43 tahun 2AAZ tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, pemeliharaan,

Pengadaan dan Flonorariurn TA. 20A3;

3. DiKDA (DABSK) dan PAB (DRPABSK) tersebut untuk masing-masing kegiatan

dibuat rangkap 5 dikirirn kcpada Bupati Pati lcwat Kabag. Anggaran dan

Perbendaharaan Setda pati,

b. Mengetahui dan menyetujui sernua pennintaan dan pengeluaran uang untuk

kebutuhan belanja;

c' Mengadakan pengawasan atas pernbukuan oleh Pemegang Kas dan rnenjaga agar

anggaran yang disediakan dalam digit belanja tidak dilampaui;

t4



d. Jika keadaan memaksa dapat rnengajukan pergeseran antar digit dalam satu rekening

dengan disertai alasan dan bukti yang mendukung;

e' Melaksanakan pemeriksaan secara periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali

atas pengurusan anggaran oleh Pemegang Kas dengan membuat Berita Acara

Pemeriksaan Kas;

f. Ilasil pemeriksaan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian

Pembukuan dan Verifikasi dan Kepala Badan pengawas,

(3) DIKDA (DABSK) dan PAB (DRABSK) merupakan alat pengendali operasional dalarn

rangka pelaksanaan anggaran dan sebagai pedoman b-agi para pelaksana dalarn nrcncapai

tujuan anggaran tersebut;

(4) Kepala unit organisasi diberi l<crvenangan untuk menunjuk pembantu pengguna anggaran

yang ditetapkan dengan Surat Keputusarr Kepala [Jnit organisasi.

Bagian Kctiga
Satuan Pemegang l&rs *i

Pasal 13 ,v
(l) Disctiap Perangkat Dacrah dibcnluk Satuan Pcrncgang l(as yapg lrclaksa'akan'l'alir

Usaha Keuangan;

(2). Dalarn rnelaksanakan tata usaha pengelolaan keuangan daerah pemegang Kas dibanlu

oleh seorang Kasir, Penrnbuku clan Pcmbuat Dokurncn Pcngcluaran ilan pcncrimaan

Uang;

Pasal 14 *'
(1).1'ugas Pernegang Kas adalah:

a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati pati lewat Bagian

Anggaran dan Perbendaharaan berdasarkan DIKDA (DABSK) dan SKO, guna

memperoleh uang dalam rangka mengadakan pembayaran untuk kegiatan selama I

(satu) bulan. Pengajuan SPP tahap berikutnya apabila SpJ telah dikirim kepada

Bupati lewat l(abag. Pembukr_ran dan Verfikasi,

b. Menyelenggarakan pelunasan tagihan kepada pihak ketiga rekanan berdasarkan tanda

bukti tagihan yang sah;

c. Mencatat seluruh penerimaan berdasarkan SPM yang diterima dan mencatat seluruh

pengeluaran berdasarkan tanda bukti yang sah, dengan tertib dan teratur kedalam satu

buku kas umum dan buku pembantu serta buku register lain bcrclasarkan kode

anggaran (rekening ) dalam ApBD,

d- Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lain
yang berhubungan dengan itu secara tertib dan teratur, guna memudahkan pencarian

dokumen bila sewaktu waktu diperlukan;

(2).Persyaratan / Ketentuan Pemegang Kas

a. Harus diusulkan oleh Kepala Unit Kerja Daerah,



b. Serendah *rendahnya Gol. II dan setingginya Gol.lll;
c. Mempunyai ijasah / sertifikat perbendaharaan;

d. Mempunyai sifat jujur, berdisiplin, berakrak dan berdeclikasi tinggi;

e. 'fidak boleh rnerangkap jabatan struktural:

(3). Tugas Pembantu Pernegang Kas,

a. JURU BAYAR / KASiR

Melaksanakan sebagian tugas pemegang kas dalam hal membayar tagihan - tagihan

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan <laerah,

b PEMBUKU

Melaksanakan sebagian tugas pemegang kas dibidang pernbukuan 4alan hal

pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;

c. PEMIILJA'I' DOKIJMLiN

Melaksanakan sebagian tugas pemegang kas dalarn pembuatan dokumen pengelolaalr

keuangan daerah;

Pasal 15 s"

Satuan Pemegang Kas dilarang rnenyimpan Kas yang diterimanya atas nama pribadi pada

suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 16 rr

Formulir dan buku yang digunakan dalam penatausahaan Satuan Pemegang Kas terdiri dari .

- Daftar Pengantar SPP BT / pK (pengisian Kas)

- SPP BT/PK

- Daflar Perincian Rencana penggunaan B'l'/ pK

- Pengesahan PK yang terpakai

- Register SKO

- Register SPP

- Register SPM

- Buku Kas Umum Pemegang Kas

- Buku Simpanan Bank

- BukuPanjar

- BukuPPN/PPH

(Contoh format terlampir )

Dafrar Rincian perggunaa" ffia*e;:rllju ,ur"un Kerja (DRPABSK)
Dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) *"

Pasal 17 
"-

DIKDA (DABSK) dan SKO berlaku dati tanggal 2 Januari 2AA3 sampai dengan 3l
Desember 2003.



Pasal 18i...

l, (1).Pengesahan D{KDA (DABSK) dan PAB (DRPABSK) masing-masing kegiatan yang

dibiayai dari rlnggaran Belanja Katruapten Pati untuk Tahun Anggaran 2003

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pati;

(2)"Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kabupaten Pati membentuk Tim

peneliti PAB (DRPABSK) dan DIKDA (DABSK) yang terdiri dari unsur :

a. Bappeda. Kabupaten Pati.

b. Bagian Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Pati.

c. Bagian Pembukuan dan Veriflkasi Setda Kab. Pati

d. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kab. Pati.

e. Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Pati.

f. Unsur Dinas atau Bagian sesuai dengan bidang keahliannya.

"'il;:HJi:,::::::i:::::ff;Irff :]';:ilfin-fr'.:#n::;
kegiatan tersebut kepada .

a. Pengguna Anggaran

b. Bappeda Kab. Pati

c. Badan Pengawas Kab. Pati

d. Bagian Pernbangunan dan Kesra Setda Kab. Pati dan

e. Bagian Verifikasi dan Pembukuan Setda Kab. Pati.

Fasal 19 /
Berdasarkan DIKDA (DABSK) yang diajukan Pengguna Anggaran Bupati Pati menerbitkan

Surat Keputusan Otorisasi (SKO);

Pasal20 
""'

DABSK yang dibuat oleh unit organisasi, setelah diteliti oleh Tirn dan dinyatakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku disyahkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Daftar

Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Satuan Kerja (DRPABSK);

Pasal2l u"t

DRPABSK yang telah disyahkan tersebut merupakan syarat dalam pengajuan Surat

Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) maupun Surat Permintaan Beban Tetap

(sPP-Br);

BAB IV J
.TATA CARA PENGELUARAN KAS

Bagian Pertama
Fengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal2? /
(1).Penyediaan Dana APBD untuk pengisian Kas (SPP-PK) diatur secara Triwulan dan

pencairannya maksimal 1/3 (satu per tiga) dari program Anggaran triwulan tersebut;



(2)'Pengguna Anggaran mengajukan SPP PK/BT kepada Bupati pati lewat Bagian Anggaran
dan Perbendaharaan atas dasar DIKDA (DABSK) dan sKo ser[a pAB (DRPABSK)
yang disyahkan oleh Bupati pati atau pejabat yang ditunjuk;

(3).Pengajuan sPP Betanja pegawai dibuat rangkap 5 (lima) dengan merampirkan .

a. Daftar Pengantar Spp.

b. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT)

c. Penghitungan Penggunaan sisa Anggaran dengan dilarnpiri :

I Daiiar Caji

2. Rekapitulasi Gaji

3. Surat Setoran paiak.

4. Ikhtisar Gaji (KG t)

(4)'Pengajuan SPP Belanja Non Pegawai dibuat rangkap 5 (lima) dengan melampirkan :

a. untuk pengajuan Spp pengisian Kas (pK) dengan merampirkan :

l. Daftar Pengantar Spp.

2. Surat Pennintaan pembayaran pengisian Kas.

3. Daftar Perincian penggunaan Anggaran Belanja.

4. Pengesahan pK yang terpakai bulan lalu.

5. Penghitungan penggunaan sisa anggaran

b' Untuk pengajuan SPP beban tetap (BT) atas nama rekanan,dibuat rangkap 5 (lirna)
dengan melampirkan :

l. Dallar Pe ngantarS[)P

2. Surat Permintaan pembayaran Beban Tetap

a. SPK/Kontrak / Surat perjanjian

b. Berita Acara pemeriksaan Barang dan Jasa

c. Berita acara penyerahan barang danjasa

d. Kwitansi I A2
e. Faktur Pajak/Bukti Setoran pajak

f. Surat Jaminan Uang Muka (Bank Garansi)

(5)' Pengajuan SPP PK/BT berikutnya seteiah SPJ berikut barang pendukung lainnya atas
realisasi pencairan SPP sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah serta mendapat
rekomendasi oleh Bagian pembukuan dan verifikasi Setda pati;

(6)' Batas waktu pengajuan SPP -PK rnenjelang akhir tahun anggaran selambat-lambatnya

tanggal 20 Deseinber pada Tahun Anggaran yang bersangkutan sedangkan untuk
pengajuan SPP-BT selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 'fahun Anggaran ya'g
bersangkutan;



penerbitan surat r"r,nru,,uf,r*"'ffifi"jJlroill oun pencairan SpM !s,n

Pasal23 ".

(1) Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan di Bagian Anggaran dan

Perbendaharaan selanjutnya dikoreksi lditeliti sebagai dasar untuk membuat Surat

Perintah Membayar ( SpM );
(2) SPM yang telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran dan perbendaharaan

selanjutnya diserahkan kepada Pernegang Kas Dinas / Lernbaga tehnis Daerah yang

bersangkutan filarrpun kepada rekanan ( untuk spM BT ) untuk diuangkan;

(3) Untuk pencairan SPM (PKiBT),Pemegang kas /rekanan terlebih dahulu menyerahkan

SPM tersebut ke Kas Daerah untuk disahkan, selanjutnya SPM tersebut dapat dicairkan
dananya di Bank Pernbangunan Daerah;

Bagian Pertama
Penggunaan Pembiayaan

Pasal 24

(1). Anggaran Pembiayaan pada struktur APBD, dipergunakan untuk memanfaatkan surplus
pendapatan 2003 maupun digunakan untuk menutup defisit belanja;

(2)' Anggaran Pembiayaan pada APBD TA 2003, diperuntukkan untuk penyertaan modal
dan menutup defisit belanja;

llagian Ketlua
Mekanisme llenggunaan Anggaran pembiayaan /

Pasal 25

(1). Anggaran Pembiayaan pada APBD T'A 2003, dikeloala oleh Kas Daerah;

(2). Surat Permintaan Pernbayaran Arrggaran Pembiayaan diajukan oleh Kas l)acrah
berdasarkan DRPABSK yang telah disyahkan oleh Tim Peneliti dan disyahkan oleh
Bupati;

(3). DRPABSK disiapkan oleh Kas Daerah berdasarkan PAB yang dia.jukan pengguna

Anggaran / unit organisasi yang terkait dengan pengunaan Anggaran pembiayaan;

(4)' Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Anggaran Pernbiayaan dilaksanakan ole6 Kas

Daerah sesuai dengan penggunaan anggaran belanja transfer;

(5)' Pengguna Anggaran / unit organisasi yang nTelaksanakan kegiatan clengan anggaran
pembiayaan berkewajiban melaporkan secara periodic setiap triwulan kepada Bupati
lewat Kas Daerah dengan tembusan Kepada Badan Pcngarvas rnengcnai rcalisasi

kegiatan serta realisasi pernbiayaan;

(6)' Mekanisrne penyaluran anggaran pembiayaan kepada kelornpok sasaran akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Rupati;



BAB VI
PENGAWASAN DAN PEIITAI\GGTJNGJI\\VAI}A1\ 

I

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAII
Bagaian Pertama

Pengawasan Pelaksanaan Anggaran 1!'

Pasal 26 *u

(1) Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran

yang dilakukan oleh Unit Kerja Daerah.

(2) Pengguna Anggaran melakukan perneriksaan kas Pemegang Kas sekurang-kurangnya

3 bulan sckali dan dengan dibr-ratkan bcrita acara pemerikasaan kas (lbrmat tcrlampir),

Bagaian Kedua
Pertanggung.Iarvaban Pengelolaan f)aerah " '

Pasal2T *
(l) Jurnlalr anggaran bclanja pada AI'}lli) rrcrupakan batas/plafbnd tertinggi untuk nrasing-

masing pengeluaran;

(2) Dilarang rnelakukan tindakan yang rrengakibatkan beban atas anggaran beianta, bila

tidak tersedia atau tidak cLrkup terscdia dananya dalarn AP[3D,

(3) Dilarang rnelakukan pengeluaran alas beban anggaran belanja untuk tujuan lain selain

yang telah tertuang didalarn Daliar Rincian Kegiatan DIKDA (Dt{PAIISK) dan

DABSK;

(4) Atas beban APIID supaya dihindari adanya pengeluaran untuli keperluan :

a. Perayaan atau kegiatan hari besar" han raya. hari ulang tahun / hari ladi daerah.

perangkat dacrah.

b. Pernberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata karangan bunga dan scbagainya

untuk pelbagi peristiwa

c. Iklan ucapan dan sebagainya.

- I i.-1,"J;,:fi:::Tffiril::::il:""_ka,dacrah
f. Pengeluaran lain-lain untuk liegratan/keperluan yang se.jenis/serupa dengan yang

tersebul diatas.

(5) Pengguna Anggaran dapat rnendelegasikan kervenangannya kepada pejabat

dibawahnya sebagai Pembantu Pengguna Anggaran;

(6) Penyerahan Pendelegasian ker,venangan tersebut No. (5) harr,rs berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Unit Organisasi masing-masing;

(7) Tiap pengeluaran atas beban anggaran belanja harus berdasarkan buki yang sah dan

lengkap mengenai hak dari menagih harus di SPJ-kan beserta pendukungnya dan

lampiran-lampiran yang diperlukan;

(8). a. Setiap pe{alanan dinas dan rapat dinas agar dibuiat risalah / undangan tentang

perjalanan dinas dan rapat clinas (forrnat No... .tcrlarnpir)

b. Perjalanan dinas maksimal diikuti 7 orangpegwai /pengikut



(9) Setiap uang daerah disimpan pada Kas Daerah Kabupaten Pati atau pada Bank

Pembangunan Daerah dengan membuka rekening atas nama Pemegang Kas yang

bersangkutan, sehingga sewaktu-waktu dapat dicairkan apabila dibutuhkan;

(10). Setiap pemegang kas diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus membuka

rekening di BPD Cabang Pati atas nama pemegang kas yang bersangkutan sehingga

sewaktu-waktu dapat dicairkan dan jasa giro/bunga setiap bulannya harus disetor ke

Kas Daerah,

(11). Pengguna Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) atas pengguna

anggaran yang lalu kepada Bupati lewat Bagian Pernbukuan dan Verifikasi dalarn

rangkap 2 sebagai dasar pertimbangan Pengajuan SPP PK / BT <lengan tembusan

Kepala Badan Pengarvas Daerah Kabupaten pati;

(12). Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti
yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat
penggunaan bukti tersebut;

(13). Penggunaan biaya operasional, pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan (SpJ)

meliputi kwitansi A2, dengan bukti didukung SK dan daftar kegiatan yang

dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. (format No. ... terlarnpir)

(14). Penggunaan Bea Meterai dalam pertanggungjawaban (SpJ)

a. Tarif Rp.6000,-

Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu yang menyebutkan penerimaan uang (Biaya

Operasional / Honor)

b. Tarif Rp. 3.000,-

Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari

Rp.250.000,- (dua ratus lirna puluh ribu rupiah) yaitu yang menyebutkan

penerimaan uang.

c. Dokumen penerimaan uang tidak dikenakan Bea Meterai mempunyai harga

nominal sampai dengan Rp. 250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

d. Apabila dalam penerimaan uang kurang atau s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) dalam peng SPJ an cukup dibuatkan lis penerim aan yang

bersangkutan (lebih dari satu orang)

(15). Kelengkapan pengirirnan SPJ terdiri dari :

1. Surat Pengantar unit organisasi yang bersangkutan

2. Rincian Daftar Penerimaan dan pengeluaran

3. Daftar Pengumpul per Kode Anggaran / Rekening

4. Tanda Bukti yang sah

5. Tembusan Buku Kas umum pemegang Kas / Fotocopy Buku Kas Umum

Pemegang Kas



6. Daftar Penerimaarr dan Pengeluaran PPN dan plrh

7. Laporan keadaan kas / iktisar Penerimaan dan Pengeluaran Pengguna Anggaran unit

organisasi.

(16). Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Pengguna Anggaran menyampaikan

perlanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan anggaran / penggunaan pernyataan

Anggaran (PA) kegiatan bulan lalu;

(17). Apabila SPJ yang dikirirn sampai batas waktu yang telah ditetapkan belum diterima

oleh Bupati Pati lewat Kabag. Pernbukuan dan Verifikasi Setda Kab. Pati, maka

Kepala Pembukuan dan Verifikasi membuat surat peringatar-r pertama dan seterusnya

kepada pengguna anggaran yang tembusannya disarnpaikan kepada Kepala Badan

Pengawas Daerah Kabupaten Pati;

(18). Penyampaian SPJ tidak harus pada awal bulan berikutnya. Penyampaian SpJ dapat

dilakukan setiap bulan lebih dari I kali sesuai realisasi atau droping dana yang

diterima, atau tidak harus menunggu tutup buku kas umum akhir bulan. Dernikian pula

pengajuari SPP-PK setiap bulan dapat dilakukan lebih dari I (satu) kali atas <lasar

Pengesahan SPJ dari droping dana teraklrir yang diterima;

(19). Sisa UYHD/ kegiatan yang sudah tidak digunakan harus segera <lisetor ke Kas Darah

Kabupaten Pati paling larnbat tanggal 31 Desember 2003;

I}AB VII
PI1NGADAAN BARANG /,IASA -

Bagian Pertama
Tugas Pengguna Anggaran /

Pasal 28 ;
Dalam rangka pengendalian pembangunan di Kabupaten Pati KepalaUnit Kerja/pengguna

Anggaran disarnakan dituniuk dalam pengaclaan barang/jasa mcrnpun),ai tugas pokok antara

lain:

a' Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan dan tanngung jawab sepenuhnya atas

pelaksanaan pemantauan anggaran / kegiatan pada unit kerja yang dipimpinnya.

Menyusun rencana dan jadwal kegiatan yang bersangkutan

Mengangkat / menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa

Mengangkat / rnentbentuk Panitia Pemeriksa Barang / Iladan Perneriksa Kegiatan (BpK)
dan Pengawas Teknis Lapangan

Menetapkan paket-paket pekeriaan serta kewajiban penggunaan procluksi dalarn ncgeri

dan perluasan kesempatan usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil" Lembaga

Swadaya Masyarakat sefta masyarakat setempat.

Menetapkan, mengesahkan Harga Perkiran Sendiri (HPS) jadwal tata cara pelaksanaal

dan lokasi yang disusun oleh panitia pengadaan

b.

c.

d.

?2



g' Menetapkan besaran uang muka yang rnaniadi hak calon penyedia barang I jasasesuai

dengan ketentuan berlaku

h. Menerbitkan SpMK dan spK beserta Berita Acara penyerahan Lapangan

i' Menyiapkan dan rnelaksanakan penanclatanganan kontrak denagn penyedia barang ijasa
j Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Bgpati
k' Memantau' mengendalikan mengawasi pelaksanaan perjanjian i kontrak yang .

bersangkutan

l' Menyerahkan aset kegiatan dengan berita acara kepada pejabat yang berwewenang
kepada instansi yang bersangkutan setelah pekerjaan dinyatakap selesai.

m' Melaksanakan pemeriksaan terhadap Pernegang Kas minirnal 3 (tiga) bulan sekali dan
diterbitkan berita acara yang disampaikan kepada Instansi yang terkait (Baclan pengawas

Kabupaten).

n. Menandatangani Buku Kas umum setiap akhir bulan dan spJ.

o. Menandatangini dukornen pengajuan Spp.

p. Mempertanggungjarvabkan semua pengeruaran atas beban ApBD.

Bagian Kedua - '

Pembetukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa p/'
Pasal 29 y

1)' untuk melaksanakan pengadaan lrarang / jasa di lingkungan unit kerja / pengguna
anggaran di Kabupate' pati nrembcntuk panitia l3ararig /.lasa;

2). Panitia pengadaan barang/jasa diangkat dengan Keputusan pengguna Anggaran;
3). Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa :

a' Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dibentuk panitia pengadaan

barang/jasa yang selanjutnya disebut panitia

b. Pa'itia pengadaan harus memenuhi kuaritas sebagai berikut :

1. rnemiliki integeritas, disiplin dan tanggung jarvab yang tinggi dalam
melaksanakan tugas;

2. memahami keseluruan kegiatan yang akan diadakan

3' mengetahui dan menguasai isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur
pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dan
Petunj uk Tekni s pengadaan Baran g/Jasa instansi pemeri ntah.

Bagian Ketiga
Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ../'

Pasal 30 I
(1)' Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dibentuk panitia pengadaan yang

selanjutnya disebut panitia oleh pengguna Barng/Jasa;

(2)' Dilingkungan Dinas/Badan/Kantor dibentuk Panitia berjumlah gasal beranggotakan
sekurang-kurangnya 5 (lirna) orang yang terdiri atas unsur / unit kerja :

a. Perencana peke{aanlkegiatan yang bersangkutan



b. Pengelola keuangan

c. Pengelola barangijasa

d. Ahli pengadaan, ahli hukum kontrak atau yang menguasai administrasi kontrak

Untuk hal-hal yang bersifat teknis dapat diikutsertakan Pe.jabat dari Instansi yang

berwenang.

(3). Panitia pengadaan jasa konsultasi berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 5

(lima) orang terdiri dari unsur/unit kerja :

a. Ketua

b. Sekretaris : Unsur teknis / perencana yang bersangkutan.

c. Anggota Unsur : l. Unsur pengelola/pernakai unit kerja yang bersangkuta6

2. Unsur ahli hukurn unit kerja yang bersangkutan

3. tJnsur keuangan unit kerja yang bersangkutan.

Apabila dipandang perlu clapat menambah anggota tidak tetap dari Instansi/Dinas 'feknis

terkait dengan jurnlah gasal/ganjil sebagai perimbangan keputusan

(4). Panitia pengadaan barang/jasa sebagaimana dirnaksud ayat(2) Pasal ini terdiri dari :

a. Ketua :

b. Sekretaris

c. Anggota

(5). Bagi Pcgawai pada tladan l)cngawas Kabupatcn l)ati clilarang <1utjuk scllagai [)arritia rjari

suatu unit yang rnenjadi obyek pemeriksaannya untuk rnenghindari perbenturan

kepentingan;

(6). Flonorarium dan biaya kegiatan Panitia dialokasikan dalam dokunren anggaran yang

bersangkutan;

Bagian Keempat
lata Cara Pengadaan Barang

Pasal 31

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang ;

1). Panitia pengadaan/pekerjaan daerah (P3D) yang melaksanakan semua pengadaan barang

kebutuhan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan susunan

personalia terdiri dari :

Ketua merangkapAnggota : Karo perlengkapan / Kabag pcrlengkapan

Sekretaris merangkap Anggota : Kabag Pengadaan pada Biro Perlengkapan/Kasubag

pada 13agian Perlengkapan

Anggota : 1. Unsur Biro Keuangan Bagian Keuangan

2. Unsur Biro Hukum, Bagian Hukum

3. Unsur Biro Pembangunan dan Kesra Setda

4. Unsur Unit Pernakai (sebagai anggota tidak tetap)

5. Unsur {.Jnit T"eknik terkait



::

2). Panitia Pengadaan/Peke{aan Unit (P3U) yang rnelaksanakan semua pengadaan barang

semua kebutuhan Unit/Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit dengan

susunan personalia-personalia terdiri dari :

Ketua merangkap Anggcrta : Pejabat yang membidangi dan ditunjuk oleh Kepala

Unit yang bersangkutan

Sekretaris lnerangkap Anggota : lJnsur Perlengkapan pada Unit yang bersangkutan

Anggota : l. Unsur Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan

2. Unsur Perencanaan pada Unit yang bersangkutan

3. lJnsur Perlengkapan pada Unit yang bersangkutan

4. Unsur Keuangan pada Unit yang bersangkutan

5. Unsur Teknis yang terkait apabila diperlukan.

Bagian Kelima *'d"

Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Panitia Pengaelaan Barang/.laso d
Pasal 32

(1). Tugas wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengadaan barang / jasa adalah :

a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

b. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumcn prakualifikasi tennasuk kretiria clan tata

cara penilaian penarvaran dan dokunrcn pcngadaan lainnya;

c. Mengumumkan pengaclaan barang/jasa melalui rnedia cetak dan papan pcngumuman

resmi untuk penerangan umum, dan iika nremungkinkan melalui media elektronik.

d. Menyusun jadwal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi pcrsyaratan

klasifikasi (bidang dan subbidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti

pengadaan dan bila diperlukan memrnta pernbuktian kebenaran atas kualifikasi dan

klasifikasi;

e. Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya untuk

mengikuti prakualifikasi, bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi

syarat pada prakualifikasi awal, kurang dari 3 (riga) calon;

L Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan ternrasuk syarat-syaral

penawaran" cara penyarnpaian penawaran dan tata evaluasinya yang dimuat dalam

berita acara pemberian penjelasan;

g. Membuka dokutnen penawaran dan rnembuat bcrita acara pcrrlrukaan pcnawaran;

h. Menilai penawaran yang masuk, rnengadakan klari{'ikasi dan nrenctapkan urutan atau

calon pemenang pelelangan, nrelakukan negosiasi dalarn hal t emilihan l.angsung /
Penunjukan langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut;

i. Mernhuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang

/jasa yakni kepala unit kefa /pengguna anggaranipcjabat yang disarnakan/ditunjuk

dengan tembusan kepada Br"rpati pati.



j Panitia rnenetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1% (satu perseratus)

sampai dengan 3% (tiga perseratus) dari nilai IJPS

(2). Masa kerja Panitia penga<laan berakhir setelah penyedia barany'jasa ditetapkan oleh

pengguna barang/jasa dan sesuai masa penugasannya I (satu) tahun anggaran

Bagian Keenam
Badan Pemeriksa Kegiatan (BPK) Dan Badan Pemeriksa Barang (BPB)

Ilasal3S

(1). Guna tertilr adrninistrasi dan kelancaran kegiatan pembangunan di unit kerja / pengguna

anggaran membentuk BPK dan BPB,

(2). BPK maupun BPB diangkat dengan keputusan pengguna anggaran kegiatan;

(3). BPK /BPB beriumlah gasal sekurang-l<urangnya 5 (lima) orang yang terdiri dari Lrnsur :

a. Badan Pemeril<sa llarang Daerah(BPBD)

l. Kabag. Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Pati (Ketua)

2. Kasubag. Perlengkapan pada t3agian Umum dan Perlengakapan Setda Kab. Pati

3. Unsur Bagian Flukum Setda Kab. Pati

4. Unsur Bagian Perntrangr"rnan dan Kesra Setda Kab. Pati

5. Unsur Bagian Verifikasi dan Pcmbukuan Setda Kab. Pali

b. Badan Pemeriksa Kegiatan (IIPK)

1. Unsur Pengguna Anggaran yang mernbidangi

2. Unsur Dinas Teknis

3. Unsur Bagian Pernbukuan dan Verifikasi Setda Kab. Pati

4. Unsur Bagian Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Pati

5. Unsur Bagian Anggaran dan Perlrendaharan Setda Kab. Pati

c. Badan Pemeriksa Barang tlnit (BPBU)

1. Unsur Teknis / Perencana Subdin, Kasi Dinas, Badan, Kantor Pengguna Anggaran

yang bersangkutan (ketua)

2. lJnsur Perlengkapan Subdin / KTU, Kasi, Dinas, Badan, Kantor, pengguna

Anggaran yang bersangkutan

3. Unsur Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. pati

4. Unsur Subdin, Kasi Keuangan, Dinas, Badan, Kantor Pengguna Anggaran yang

bersangkutan

5. unsur Pengelola Badan, Dinas, Badan, Kantor pcngguna Anggaran yang

bersangkutan.

(4). Ketua BPK adalah unsur teknis dari Unit Kerja yang terkait dengan obyek kegiatan

pada Dinas / Badan / Kantor / pengguna anggaran yang bersangkutan :

a. Badan adalah Kepala Bidang/Kepala Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

b. Dinas adalah Kepala Sub Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
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c. Kantor adalah Kepala seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Bagian adalah Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Badan Pemeriksa Kegiatan (BPI{) dibentuk, baik untuk pekerjaan yang dilaksanakan

secara srvakelola maupun secara pelelangan/pemilihan langsung/penun_iukan langsung

dan rutin;

(6) Badan Pemcriksa Barang (BPB) dibcntuk, baik untuk pekerjaan yang dilaksanakan

secara swakelola maupun secara pelelangan/pemililran langsung/penunjukan langsung

dan rutin;

(8) Badan Pengan'as Kegiatan / Batlan Pemeriksa Barang bertugas :

a. Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil pelaksanaan kegiatan sebagai clasar

pen gaj uan tahapan penr bayaran ( tenn i n ) berdasarkan pem eriksaan lapan gan.

b. Memberi saran kepada pengguna anggran pada saat terdapat hambatan pelaksanaan

kegiatan

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak tcrjadi penyimpangan dengan rencana

yang telah ditetapkan.

d. Membuat berita acara hasil perneriksaan pekerjaan

(9). Dalam pelaksanaan tugasnya lladan Pemerihsaan l(egiatan / Badan pemerihsa

Barang bertanggung jawab pacla pengguna anggaran;

llagian Ketujuh
Pengawas Lapangan :.--

Pasal 34

(l). Pengawas lapangan rnerupakan unsur clari Dinas T'eknis yang mernbatu pcngguna

anggaran sehari-harinya bertugas di lokasi kegiatan / pekerjaan;

(2). Pengawas lapangan diangkat dengan keputusan pengguna anggaran;

(3). Pengawas lapangan bertugas :

a. Mengawasi kegiatan dilapangan selama kegiatan dilaksanakan

b. Menyusun laporan mingguan kepada pengguna anggaran tentang kemajuan pekeriaan

yang ada dilapangan dengan tembusan kepada kepala dinas teknis

c. Memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalarn pelaksanaan kegiatan terdapat

penyirnpangan-penyimpangan tidak sesuai dengan bestek.

d. Menyelesaikan masalah bila tcrja<Ji hambatarr-hambatan dalam pelaksanaan kegialan

sebatas kcwenangan yang dtscrahkan oleh pengguna anggaran.

e. Menertibkan administrasi kegiatan dilapangan

(4)' Dalarn melaksanakan tugas pengawas lapangan bertanggung -jarvab kepada pengguna

anggaran



Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengadaan Barang /,Iasa

Pasal 35

(1). Yang dirnaksuttr pengadaan barang /.iasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan

barang/jasa yang diperlukan instansi Pemerintah Kabupaten meliputi :

a. Pengadaan/pernasok barang

b. Jasa Pemborongan

c. Jasa konsultan

. d. Jasa lainnya.

(2). Tata cara pengadaan barang/jasa mengacu pada:

a. Pengadaan barang/jasa mengacu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, PP Nomor

28,29,30, dan mengacu Kepres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa In stansi Pemerintali.

b. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nonror: 3-421A12000 dan Nomor S-22621D.2/05/2000,

Tentang Petuniuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik lndonesia

Nomor I8 Tahun 2000 Tentang Pcngadaan BaranglJasa Instansi Pcmerintah

c. Surat l(eputusan Bersama Menteri Keuangan Repuplik Indonesia dan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KIIP-821A12A00 dan Nonror

61261D.2111/2000, Tentang Peruhahan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan

Republik ir,donesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor l8

Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / .lasa Instzrnsi

Pemerintah.

d. Surat Keputusan Bersanra Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri

Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nornor KEP-54/A/2000 dan Nomor KEP-

247lM PPN rc412002, 'l'entang Perubahan Kedr-ra Atzrs Surat Kcputusan Bersamir

Menteri Keuangan RI dan K'.epala Iladan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5-421A12000 dan S-22621D.210512000 Tentang Petunjuk'feknis Pelaksanaan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/.lasa Instansi Pcmcrintalr

(3). Pengadaan barang/jasa yang dananya dari APBD Kab. Pati diatur sebagai berikut :

a. Setiap pengadaan barang jasa dan perneliharaan harus sesuai dengan perencanaan

triwulan berdasarkan Daltar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) yang setiap

tahunnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

b. Pelaksanaan pengadaanbaran$asa dan pelaksanaan perneliharaan barang yang tidak

sesuai dengan DKBD harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Pati.



c. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pemiliharaan barang agar

berpedoman pada standarisasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pati

d. Apabila dalarn tahun anggaran berjalan terdapat kenaikan harga melebihi standar atau

barang-barang yang standar harga setaranya belum diatur dalam keputusan Bupati

harus lebrh dahulu dapat ijin Bupati

(4). Pengadaan barangijasa dengan metode penunjukan langsung dan swakelola sedapat

mungkin agar dihindari.

BABVIII /
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama
Metode Felaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 36

Pelaksanaan Pengadaan barang /jasa dapat dilakukan dengan metode

a. Pelelangan ; atau.

b. Pemilihan langsung; atau

c. Penunjukan langsung; atau

d. Swakelola.

Bagian Kedua 't'
Pelelangan {/"

Pasal 37
Felelangan adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umunl

dengan pengumuman secara luas meialui rnedia cetak dan papan pengumllman resmi untuk

penerangan umufft serta biiamana dimungkinkan melalui media elektronik, selringga

masyarakat iuas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualiflkasi dapat rnengikutinya.

Bila calon penyedia barang/iasa diketahui terbatas jumlahnya karena karaktristik,

kornpleksitas dan atau kecanggihan teknologi pekerjaannya, dan atau kelangkaan tenaga ahli

atau terbatasnya perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, pengadaan

barang/jasa tetap dilakukan dengan cara pelelangan;

Bagian Ketiga {'
Pemilihan Langsung

Pasal 38

1). Pemilihan langsung adalah pengadaan barang/jasa tanpa rnelalui pelelangan dan hanya

diikuti oleh penyedia barangijasa yang memenuhi syarat, yang dilakukan clengan cara

membandingkan penawaran dan rnelakukan negosiasi, baik teknis maupun harga,

sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan,

2). Kreteria pemilihan langsung :

a. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan rnasyarakat dan pengadaan

barang/jasa rnasih memungkinkan untuk menggunakan proses pemilihan langsung ,

dan atau.



b' Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan
negara yang ditetapkan presiden ; dan atau

c' Pengadaan barang/jasa yang setclah dilakukan pelelangan ulang, ternyata j'mlah
penyedia barang ijasa yang lulus prakualifikasi atau yang memasukkan penawaran

kurang 3 (tiga) pesefia.

Bagian l(eempat -r'

PenunjukanLangsung .s.

Pasal 39

(1)' Penuniwkun langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung
kepada I (satu) penyedia barang/jasa.

Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk :

(1). I{eadaan tertentu yaitu :

a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat clitunda, atau harus dilakukan segera,(- 
termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, <Jan atau

b' pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan
negara yang ditetapkan preiden, dan atau Bupati

c' pekerjaan yang bersekala kecil dengan nilai rnaksimum Rp. 50.000.000,00 (lirna
puluh.iuta rupiah) dengan ketentuan :

l. untuk keperluan sendiri ; dan atau

2. teknologi sederhana; dan atau

3. resiko kecil ; dan atau

a' dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perorangan atau badan

usaha kecil/koperasi kecil.

" (2). Pengadaan trarang/jasa khusus yaitu :

a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang clitetapkan pernerintah ; atau

b' pekerjaan,&arang spesifik yang hanya clapat dilaksanakan oleh satu penyedia
barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten ; atau

c' merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil
yang telah mempunyai pasar dan harga relatif mantap ; atau

d' jenis pekerjaan seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya rnasyarakat

setempat ; atau

e' pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengal penggunaan

teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barany'jasa yang mampu
mengaplikasikannya.

(3). Batasan nilai pengadaan barang jasa

a' Sampai dengan Rp. 5000.000,- (lirna.luta rupih) tlilaksankan dengan Kuitansi clan

surat pesanan rnelalui pengadaan langsung.



b. Lebih dari Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua

puluhjuta rupiah) dilaksanakan dengan cara penjukan langsung kepada satu penyedia

barang jasa dengan SPK tanpa Panitia Pengadan Barang/Jasa dan dilakLrkan tlcngan

pengadaan langsung

c. Lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sarnpai dengan Rp. 50.000.000

(lirna belas juta rupiah) dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung kepada 1

(satu) penyedia baran$asa dengan SPK/Kontrak rnelalui panitia pengadaan

Barang/Jasa

d. Diatas Rp 50000.000,- (lima puluh juta) sarnpai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah) clilaksanakan dengan cara pemilihan langsung rnelalui panitia pcngadaan

Barang/.lasa dengan pengumuman media cetak, papan pengumuman resmi, raclio,

lembaga/asosiasi

e. Nilai diatas Rp. i00.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara

pelelangan terbatas / umum.

(4)' Penunjukan langsung yaitu pengadaan barangijasa yang penyedia baran gljasanya

ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pejabat yang

disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk :

l. pengadaan trarang/jasa yang trersekala kecil ; atau

2. pengadaan barangijasa yang sctalah dilakukan pelelangan ulang hanya I (satu)

peserta yang memenuhi syarat ; atau

3. pengadaan yang hersifat mendesak/hhusus setelah mendapat persetujuan tlari
Mentri/I(epala Lcnltraga Pmerintah Non Departemen / Getrenur / Bupati pati /
walikota / direksi BUMN / BUMD I atau penyeclia barang /jasa tunggal ;

Bagian Kelima
Srr'akelola

Pasal 40

(I). Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dikerjakan dan diawasi

sediri dengan menggrtnakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga,
(2). Pekerjaan yang dapat dilakukan tlengan swakelola :

a. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat , lokasi atau pembiayaannya tidak
dapat dilakukan dengan cara pelelangan atau pemilihan langsung alau penunjukan

langsung ; atau

b- pekerjaan yang secra rinciidetail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu,

sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa al<an menanggung resiko

yang besar ; atau

c. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, serninar, Iokakarya, atau penyuluhan ;

atau
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d' pekerlaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belurn dapat dilaksanakan olelr penyedia

barang/jasa , atau

e' peke{aan khusus yang bersifat pemprosesan data, perumusan kebijaksanaan

pemerintah, pengujian dilaboratorium, pengembangan sistern tertentu dan penelitian

oleh perguruan tinggi/ lembaga ilnriah pemerintah.

Bagian Keenam v'
Mekanisme Permohonan Ijin Swal<elola '-

Pasal 41

(1). Pe'nohonan ijin swakelola diajukan oleh pengguna Anggaran

(2). Permohonan ijin swakelola ditujukan kepada Bupati pati, ternbusan kepada Kabag
Penrbangunan dan Kesra setda Kabr-rpaten pati clengan dilarnpiri :

- Alasan pelaksanaan swakelola

- Jurnlah personil dan alat yang dibutr-rhkan sesuai <lengan pekerjaan yang dia_jukan

swakelola

- Rencana Kerja Kegiatan (RKK)

(3)' Dalam pelaksanaan kegiatan swakelola agar dibentuk organisasi Surat Keputusan

Pengguna Anggaran

- Pelaksana kegiatan srvakclola

- Panitia pemeriksa/penerima barang

- Badan Perneriksa Kegiatan

- Pengawas lapangan

(4)' Pelaksanaan kegiatan swakelola tidak semua tlinas/Badan/Kantor/Bagian tlapat
melahukan liegiatan secara swakelola. Sedangkan yang dapat melakukan kegiatan
secara swakel*la adalah llinas'l'eknis yang membitlangi tlan perlu mendapat i.iin
lebih dahulu dari Bupari pati.

Bagian Ketujuh /
Tenggang Waktu Pelaksanaan pengadaan p*'

Pasatr 42

Tenggang waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan (cJiluar

tenggang rvaktu prakualifikasi) diatur sebagai berikLrt :

a' proses pengadaan barang/iasa dengan metode pelelangan mulai dari pengumunlilp
pengadaan sanrpai penetaparl pcn.rcnang dilaksanakan secepatnya 36 (tiga pulr-rlr cnarl)
hari kerja dan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lirna) hari kcrja.

b' Jadwal lelang ditetapkan panitia clan disepakati bersanra peserta lelang pacla saat

penjelasan lelang kecuali :

l) Antara awal pengulnuman sampai dengan hari tcrakhir penclallaran dibcri waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Masa pen<iaftaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari
kerja.
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2). Antara hari akhir pendaftaran dan hari terakhir pengarnbilan dokumen pengadaan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Masa pengambilan dokumen pengadaan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) hari ker.ya.

3). Antara hari akhir pengambilan dokumen pengadaan dan hari dirnualinya penjelasan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

4). Antara hari diterimanya surat usulan penetapan pemenang lelang dan hari

dikeluarkannya Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPpBJ) selambat - larnbatnya

a. 5 (lirna) hari kerja untuk penetapan penyedia barang./jasa oleh pengguna

barang/jasa

b. 14 (ernpat belas) hari kerja untuk penetapan penyedia barang.,lasa oleh penggupa

barang I jasa oieh Menteri / Kepala l-embaga Pemerintah Non Deparlemen /
Gubernur / Bupati / walikota / Direktur utama / BUMN / BUMD.

c. Antara hari diterirnanya SPPBJ dan hari pengumuman pemenang lelang

selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja

d. Masa sanggah diberikan sekurang-kurangnya 5 (lirna) hari kerja sejak hari
pengumurnan pemenang lelang

e' Antara hari penerirna sanggahan dan hari penyampaian jawaban sanggahan

selambat-lambatnya 5 (lirna) hari kerja

f' Antara hari pengunlulnan pcmenang lelang dan hari penerbitan Surat KcpLrtusan

Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) selambat-lambatnya 5 (lima) hari

kerja. Dalam hal ada sanggahan dari calon penyedia barang/jasa maka penerbitan

SKPPBJ selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak berakhir masa sanggahan.

g Antara hari penerbitan SKPPBJ dan hari penancla-tanganan kontrak selambat-
lanrbatnya 14 (empat belas) hari kerja

M eto d e n. n g,,r u 
j,ofr;1lt{:[!li::[n 

n n.n y"d i a ra s a
Pasa! 43

(1). Penggolongan penyedia jasa borongan melipr{i :

a' Golongan Kecil tiga (K3), adalah penyedia jasa baru atau kurang pengalaman yang

dapat melaksanakan pekerjaan sarnpai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)

b' Golongan Kecil dua (K2) adalah penyedia jasa baru atau kurang pengalanan yang

dapat melaksanakan pekerjaan diatas dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (ernpat ratus juta rupiah).

c. Golongan Kecil satu (Kl) adalah penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan

diatas Rp. 400.000.000,00 (ernpat ratus juta rupiah) sarnpai dengan

Rp. 1.000.000.000,00 (satu rniliar rupiah).
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d' Golongan Menengah dua (M2) adalah penyedia jasa yang dapat rnelaksanakan
pekeri'aan diatas Rp. 1.000 000 000,00 (satu rniliar rupiah) sampai dengan
Rp 3 000 000.000,00 (tiga miliar rupiah) clengan mernperhatikan l(ernampuan l)asar
(KD) nya

e' Golongan Menengah satu (Ml) adalah penyedia jasa yang dapat rnelaksanakan
pekerjaan diatas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan

Rp' 10.000.000.000,00 (sepuluh mihar rupiah) dengan memperhatikan Kelrampuan
l)asar (KD) nya.

f' Golongan Menengah satr-r (B) adalah penyeclia jasa yang ciapat melaksanakan

peker.jaan diatas Rp. 10.000 000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dcngan
mernperhatikan I(emarxpuan Dasar (KD) nya.

(2). Penggolongan penyedia jasa lainnya .

a Colongan Kccil dua (K2), adalah penyedia jasa baru atau kurang pengalaman yang
dapat melaksanakan pekerjaan sarnpai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah)

b' Golongan Kecil satu (Kl) adalah penyedia jasa yang dapat melaksanalcan peker1aa'

diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus .iuta rupiah) sampai <iengan

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

c' Golongan Mcncngah (M) adalah penycdia jasa yang cjapat rnelaksanakan pekcrjaarr

diatas ftp 500.000.000,00 (rima ratus .iuta rupiah) sampai <lengan

Rp' 4'000 000.000,00 (ernpat miliar rupiah) dengan rnemperhatikan Kernanrpuan
Dasar (l(D) nya.

d' Golongan Besar (B) acialah penycclia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas
Rp' 4 000 000 000,00 (cmpal nriliar rupiah) ciengan memperhatikan Kemampuan
Dasar (KD) nya.

Bagian Kesemtrilan
Pen ggolongan Jasa Konsultan

Fasal 44

Penggolongan :

a' Golongan Kecil (K) adalah penyedia jasa baru atau yang dapat rnelaksanakan pekeriaan
sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (<iua ratus juta rupiah)

b' Golongan Menettgah (M) aclalah penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan cliatas

Rp' 200'000"000'00 (dua ratus juta rupiah) sarnpai dengan I{p. 1.000.000.000,00 (saru

rniiiar rupiah) dengan memperhatikan Kernampuan Dasar (KD) nya
c' Golongan Besar (B) adalah penyeclia jasa 5,ang dapat melaksanakan pekeqaan cliatas

Rp' 1 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan Kernampulp l)asar
(KD) nya.
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Bagian Kesepuluh /
Pelaksanaan Pengadaun Jur* Konsultasi """'

Pasal 45

Peiaksanaan pengadaanjasa konsuitasi dapat dilaksanakan dengan metode :

a. Seleksi Umum

Seleksi llnlunr adalah seleksi yang pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi,

dilakukan secara terbuki melalui pengumuman secara luas, dengan ketentuan jumlah

peserta yang lulus prakualifikasi untuk diundang mengikuti proses pengadaan sekurang-

kurangnya 5 (lima) konsultan.

b. Seleksi Langsung

Selelcsi langsung adalah seleksi konsultan yang pesertanya. diundang tanpa melalui
prakualifikasi, untuk menangani pekerjaan tertentu yang diyakini jurnlah konsultan yang

mampu menangani pekerjaan tersebut kurang dari 5 (lima) konsultan, namun lcbih dari I

(satu) konsultan.

c. Penunjukan Langsung

Penunfukcm langsttng adalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya ditentukan

oleh pengguna kegiatan dan dapat clilakukan bilamana :

1. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai Rp. 50.000.000,00 (lina puluh juta
rupiah);

2. Pengadaan jasa konsullasi yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya (satu)

peserta yang men'lenurhi syarat,

3. Kebutuhan pengadaan jasa konsultasi yang sangat mendesak/klrusus dimana apabila

tidak segera diadakan, maka negara akan mengalami kerugian, yang dilengkapi dengan

analisis keuntungatr dan kerugian sccara profesional yang diselujui oleh pengguna

anggaran yang bersangkutan. Pengadaan konsultasi yang sangat mendesak hanya

diberlakukan untuk menghadapi masa krisis berakhir. Pengadaan jasa konsultasi yang

seharusnya dapat direncanakan waktu pengadaannya, tidak dilakukan dengan

penunjukan langsung.

+ Penyedia jasa konsultasi tersebut adalah bersifut tunggal atau hanya satu-satunya

penyedia jasa konsultasi yang dapat mengerjakan jasa konsultasi spesifik seperti

pemegang hak paten, pemegang lisensi yang bersifat tunggal.

llagian l(esebelas
IIarga Perkiraan Sendiri (I{pS)

Pasal 46

Harga Perkiraan Sendiri (HpS)

(1)- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner's listinnte (Oti) yangdikalkulasikan secara

keahlian, digunakan sebagai ancar-ancar dan bukan satu-satunya acuan penilaian usulan

untuk setiap jasa konsultasi yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) sebagai pagu dana yang disediakan.
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(2)' HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdri dari dua komponen
pokok yaitu biaya personil (Rentureration) dan Biaya Langsung Non person il (Direct
lleimhirsahle (lost) yang rneliputi antara lain biaya untuk sewa kanto r,biayaperjalanan,
biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya kornunikasi, tunjangan
perumahan dan lain-lain

(3) Dalam penyusunan FIPS' Biaya l,angsung Non Personil tidak melebihi 40% (ernpat
pululr persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat
khusus, seperti ' penetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyeledikan tanah dan
lain-lain.

(4)' Perhitungan HPS/OB harus dilakukan dengan cennat. Agar hasil perhitungan HpS
tersebut dapat dipertanggungiawaban, maka diusahakan sebanyak-banyaknya
menggunakan data dasar sebgai berikut :

a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan.

b' Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan pusat statistik
(BPS), asosiasi terkait dan *redia cetak rainnya yang datanya dapat
dipertanggun gj awabkan.

c' Daftar biaya/tarif barang/jasa yang clikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan.
d' Biaya kontrak terdahulu yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan 1bktor

kenaikan biaya yang terladi (kalau acla).

(5). Pembuat/penyusun HpsioE harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut :

a. Memahanri dokumen pengadaan dan seruruh tahapan pekerjaan yang akan
dilaksanakan.

b' Menguasai infonnasi/kondisi lapangan dan lingkungan dilokasi pekerjaan
c' Memahami da' menguasai berbagai melode pclaksanaan dan mengetahui mana y*ng

paling efisien

d. Tidak pernah teriibat pelanggaran kode etik profesi

e' Diutamakan yang telah mendapatkan penataran/penyusunan F{ps/oE untuk
pekerjaan konsultasi.

f' KAK dan FIPS digunakan sebagai acuan dalarn evaluasi penawaran, klarifikasi dan
atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perpedaan
hasil negosiasiterhadap KAI( dan HPS seperti kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga
ahli Qter'son-rnrtnth), suatu biaya personil sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan
dan keluaran/output yang dihasilkan dan tidak rnela'rpohi pagu anggaran, yang
dipertanggungf awabkan secara keahl i an (proflesional ).
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Bagian Ketlua Belas -'/
Prosedur llemilihan Langsung /

Fasrl 47

( I). Prosedur Pemilihan Langsung

a. Persiapan

Tu_eas panitia :

1. Menyiapkan dokumen pengadaan.

2. Mernberikan penjelasan dol<umcn pengadaan kepada pcsefta yang diunciang untulr

rnenga-j uhan pcnawaran.

b. I)claksanaan

Permintaan dan cvaluasi pcnarvaran dilaksanakan sebagai berikut :

1). Panitia nlengttndang sebanvak-tranyaknya calon peserta pemilihan langsung varrg

memenuhi sYarat, sckurang-kurangnya 3 (tiga) calon pcnycdia baran$asa untuk

mengajukan penawaran berdasarkan dol<umen pcngadaan yang diberil<an kepacia

calon peserta pernilihan langsung.

2). Dala*r hal pc'rilih.n langsung clilakukan akibat tcr-iadinya lclang ula'g gagal.

pcrnilihan langsung dapat diikuti oleh 2 (dua) pcserta pernilihan langsung yang

tnemenuhi syarat tttltuk rnengajukan penawaran ulang berdasarkan dokunrcn

lelang yang telah discsuaikan untuk pcmililran langsung.

3). Atas ciasar pengajuan penawaran yang clilakul<an secara terpisah dari rnasing-

masing calon peserla pemilihan langsung" panitia melakukan evaluasi

administrasi, tcknis, dan harga lcrhaiiap scrllua ponawaran ylng masuk scrla

menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk menentukan urutan dalarn
melakukan klarillkasi dan negosiasi sclanjutnya;

4). Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut :

a. Sebelurn klarifikasi dan negosiasi dilakukan, panitia membuat pedoman

klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedoman klarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga dicanturnkan hal-hal teknis dan item pekerjaan

. yang akan diklarifikasikan dan dinegosiasikan tetapi tidak boleh

mencanturnkan harga penawaran maupaun HpS.

b- Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang

menarvarkan harga terendah sarnpai terjadi kesepakatan. Klarifikasi clal
negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta pemeiihan langsung lainnya.

c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa

yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan

atau spesifikasi yang lebih tinggi.

d. Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak

melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap

harga satuan, panitia

harga satuan item-item



pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan
yang tercantum dalarn i_lpS.

e' Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan l<ontrak lumpsum, panitra
melakukan negosiasi hanya pada harga total saja.

f' Setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia meminta kepada peserta pemilihan
langsung untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi.
Apabila tidak lcUadi kcsepakatan clcngan urutan pcrtama, maka l<larifikasi
dan negosiasi clilakukan kepada urutan penawar terendah berikgtnya.

g Ilerdasarkan berita acara tersebut, panitia membuat urutan calon penyeclia

bararrg/jasa dan surat usulan penelapan penyedia barang/jasa kepada pejabat
yan g berwenang menetapakan.

5) Pcnctapan pcmenang

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi dan negosiasi, panitia mengusulkan calon
penyedia barang/jasa kepada pejabat yang berwenang yang menetapkan
pentenang pcnyedia barang/.j asa.

6). Penunjukan pemenang

Pengguna barang/jasa rnenerbitkan surat keputusan penetapan penyeclia

barang/jasa yang dipilih untuk melaksanakan pel<erjaan. Selanjutnya panitia
mengumumkan dan mernbentahukan secara tertulis penetapan pemenang
tersebut kepada para peserta pernilihan langsung;

7). Penandatanganan kontrak

Pengguna barang/jasa menyiapkan dan menandatanganr kontrak pclaksanaan
pekerjaan.

Bagian Ketiga Belas {
i

Pasal 4{i

(2). Prosedur Penunjukan Langsung

a. Persiapan

(1 ). Pengguna barang/jasa

a' meneliti usulan penninta.rn barang/jasa meliputi urgensi, keu,ajaran, kualilas
dan kuantitasnya vang pcrru dirakukan clengan pcnunjLrkan rangsung;

b- membentuk panitia, crengan tugas dan tanggung jawab sebagairnana yailg
berlaku pacia pelelangan sena rlernberikan tugas untuk melakukan klarilikasi
dan negosiasi teknis dan harga.

(2). f ugas paniria

a' mengumpulkan dan rnene liti data/infonlasi teknis clan harga barang/jasa ya'g
bersangkr"rtan untuk menyusun I,lpS,

b. menyiapkan dokunren pcngaclaan untuk proses penun"iukan langsLrng.
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b. Pelaksanaan

l ' Permintaan penawaran dan negosiasi harga clilakukan sebagai berikut :

a' panitia tnengundang calon penyeclia barang/jasa yang akan dituniuk untuk
mengajukan pena\,varan secara tertulis;

b' panitia melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap
penawaran yang diajukan calon penyedra barang/jasa berdasarkan clokumen
pengadaan,

c" panitia mentbuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi clan negosiasi;

d' panitia tnengusulkan kepada pejabat benvengan untuk rnenerbitkan persetu.;uan
harga hasil ncgosiasi.

2. Persetquan penetapan harga

Bcrdasarkan berita acara hasil evaluasi, klarifikasi clan ncgosiasi yang
disampaikan oleh panitia, pengguna barang/,jasa mernbuat surat persetujuan
penetapan harga;

3. Penunjukan pcnvcdia harang/lasa

Berdasarkan surat persetujuan penetapan harga yang ditcrtritkan olch pcjabat yang
bersrvenang menetapkan, kemuclian pengguna barang/jasa rnenerbitkan sur't
keputusan penctapan penyeclia barangdasa (SKPPB.I) kcpa<ia penycdia barang/jasa
yang dirunjuk;

4. Penandatanganan kontrak

sctclah Pr:rtuniLrkarl pcrtyct1ra lrararrg/iasa pcr]ggunil barang/jasir, l)crll*nir
barang/i asa menyiapkan perrandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keempat Belas f
IlrosedurSlvakelola _"",

Fasatr 49

(3). Prosedur Srvakelola

a' Penggutta barang/jasa melakukan kegiatan perencanaan, pelal<sanaa1, pengawasan
dilapangan dan pelaporan.

b. Kegiatan perencanaan rneliputi :

1). Menetapkan sasaran, rencana kegiatan danjadwar peraksanaan;

2)' Melakukan perencanaan teknis yang al<urat untuk rnenyiapkan nretode
pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana kebutuhan tenaga, bahan dan
peralatan yang sesuai dengan kebutuhan;

3)' Menyusun rencana kebutuhan tenaga, bahan dan peralatall secara rinci dalam
jadwal kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dan
dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kcr.ja mingguan dan
renacana keria harian;
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4). Menyusun rencana total kebutuhan biaya secara rinci dalarn rencana kebutuhan

biaya bulanan, biaya mingguan dan biaya harian.

c. Pelaksanaan fisik dan pcngarvasan lapangan meliputi .

l). Pengawasan pekeriaan dilapangan dilakukan olch pelaksana yang ditunjuk oleh

pengguna barang/jasa bcrdasarkarn rencana yang telah <litctapkan,

2)- Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan cla{lar hadir
kerja atau dengan cara upah barang;

3). Pcngadaan bahan dan peralalan suku caclang dilakukan clengan cara pclelangan,

pemilihan langsung atau penunlukan langsung;

4). Pengirirnan bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dcngan kcbululran dern

kapasitas pcrryirnpanan.

5). Penggunaan tenaga kcr.ia, balran, clan pcralatan dicatat sctiap hari dalam laporarr

harian.

6). I'anjar kerja diirer-tanggungjarval-rkan secara berkala:
' 7). I)cncapaian targct tisik pckcriaan lapangan dicatat sctiap hari clan tlicvaluasr

setiap nringgu agar dapat dikctahui apakah dana yang dikcluarkan sesuai dcngari

target yang drcapai.

d. Laporan rneliputi :

I )- Laporan kernajuan realisasi {isik dan keuangan dilaporkan setiap minggu olch
pel al<sana lapangan kepada pen gguna baran g/.i asa;

2). l,aporan kcnta-ir-ran rcalisasi lisik dan kcuangan dilapurkan sctiap bulan glclr

pengguna barang/jasa kcpada Menteri/ Kopala I-crrbaga Penierintah Non

I)epartemen/Gubernur/l3upati/Walikota/Dircktur []LJMN/BUMD tcrkait atau

pejabat yang disama kan.

BAB IX #-
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Bagian pertama ."/'

Ilcfun.iuk Ilnrum
Ilasal 50

(l)' Maksud dan tujr-ran penyusunan clan pelaksanaan kontrak aclalah unluk menyamakan

pola pikir, pengertian, dan membcri pcclornan schingga mernuclahkan bagi pengguna

barang/jasa dan pengar'vas untuk lnenvLlsun, memcriksa, dan melaksanakan kontrak
pengadaan baran$asa sehingga scsuai dengan l<ctenluan peraturan pcrundang-

undangan yang berlaku.

(2)' Lingkup penyusunan dan pelaksanaan kontrak" ruang lingkup penyunan clan

pelaksanaan kontrak untuk pekeriaan jasa pernborongan, jasa konsultan, dan pengadaan

barang/jasa lainnya dirinci sebagai bcrikut :

a. Penyusunan kontrak yaitu :



I ). Kerangka kontrak;

2). Bentuk dan susunan kontrak;

3). Prosedur pembuatan kontrak:

4). Isi dokumen kontrak;

b' Pelaksanaan kontrak, ruang lingkup pelaksanaan kontrak mencakup/rncliputi
pekerjaan jasa pemborongan> jasa konsul1an, dan jasa pengadaan barang/jasa lainnya.

(3). Pernbuatan kontrak berpedornan pacla Undang-Undang Nornor 1g Tahun 1999. pp

Nomor 28,29" 30 dan ntengacu Kcpres Nonror l8 l-ahun 2000 lentang l)edoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/.iasa Instansi pemerintah s
(4). Surat Keputusan Bersama Mentcri Keuangan dan Kepala lladan percncanaan

Pctnbangunan Nasiunal N0rn0r. s-42iAi2(x)0 clan Nomor S-22621D.2/05/2000, -l'cntang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indoncsia Nomor l g Tahun
2000 Tentang Pengadaan [3arang/Jasa Instansi pemeri*tah

(5)' Surat Keputusan Bersama Menleri Keuangan Repuplik Indonesia dan Kepala lla<jan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : l(Ep-g 21A12000 dan Nomor
6126/D'211112000, Tentang Perubahan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangal
Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor l g Tahun
2000 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi pemerintah.

(6)' Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara

Pcrcncanaan I)ctnbangLlnan Nasional / l(cpala IJadan l)croncanaan l)crnbangunan

Nasional Nomor KEP-54/A/2000 dan Nomor Kllp-247/M.ppNl041aa2, Tentang
Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor s-42/A12000 dan s-
2262/D'2105120a0 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan presiden Republik
Indonesia No 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/.lasa
Instansi Pemerintah

Bagian Kedua "r
Surat Perintah Mulai Kerja /,

Pasal 51

(l)' Surat Perintah Mulai Keria (SPMK) ditertibitkan selarnbat-lambatrrya 7 (tuju6) hari
setelah surat keputusan penunjukan dan sebelumnya didahuluhi dengan
penandatanganan Berita Acara Serah Terima Lapangan bersama-sama dengan penyedia
barang/jasa;

(2)' Dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) clicantumkan saat paling larnbat dimulainya
pelaksanaan pekerjaan yang akan dinyatakan oleh pihak kedua dalam surat pernyataan

kesanggupan akan rnulainya pekerjaan;

(3). Dalam pelaksanaan kontrak seilapal rnungkin clihindari adanya perubahan/aman6cmen;
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(4). Arnandemen Kontrak hanya dapat dilakukan apabila terjadi .

a. Perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan olch para

pihak dalam kontrak sehingga tne rubah lingkup pekcrjaan dalarn l<ontrak.

b. Perubahan -jadrval pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahanipesanan clan

0pengaruh alarn.

c' Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pel<erjaan dan perubahal
pelaksanaa' pekerjaan yang diinginkan oleh pihak perta*ra.

(5). Sebelum Amandemen Kontral< sebagainrana dimalisucl ayat (2) dilaksanakap pihak

kedua terlebih dahulu nrengusulltan kepada pengguna anggaran kegiatan dengan

dilampiri Back Up data untuk hahan pengkalian yang diketahui oleh pengawas

lapangan.

(6). Apabila usulan perubahan tersebut disetujui, maka pengguna anggaran/pihak pedama

dengan pihak kedua bersama-satra menandatangani amandemen kontrak yang dibuzr.t

secara bersama-sama.

(7) Setelah diterirnanya Surat Perintah Mulai Kcrja, Penyedia barang/jasa (kcntraktor) harLrs

mengalukan nalrla personil sebagai pelaksana dilapangan kepada pengguna arlggaran

untuk mendapatkan persetujuan.

(8)' Pelaksana harus lnempunvai kemarnpuan tcknis lapangan dan selalu berada dilokasi
pekerjaan.

Ilagian Ketiga {"
hclcnglilllalr l)cl:rksan:ran trcgialirlr,t/

Ilasal 52

(l)' Dalam pelaksanaan pekeriaan fisik penyedia Lrarang/jzrsa harus nrenyecliakal kantor
direksi dilapangan (direksi keet):

(2). Direksi keet sebagaimana dimaksucr ayal ( I )harus dilcngkapi dcngan :

a. Meja, kursi kerja

b. Buku tamu

c. Direksi

d. Buku catatan harian" cuaca clan curah hujan

e. .ladrval rencana kerja dan pelaksarraan yang ditLrangkan dalarn kurva ..S,'

1'. Gambar- gam bar pel ak sanaan/ganr lrar k onrrak pc kcr j aan/proyc k

g' Daftar nama personil yang terkait dcngan pelaksanaan pckcr.jaan dalarn bentuk bagarr

statistik organisasi proyek.

h. I-lal-hal lain yang diperl*kan craranr kcgiaran pckcr.iaa'.

(3)' Setelah diterbitkannya SPMK penvedia barang/jasa (kontraktor) harus membuat dan

memasang papan narna kegiatan.

(4). Papan nama kegiatan sebagaimana ayat ( I ) sekurang-kurangnya berukuran g0 X 120 crn

memuat:

.la
a:



a. Instansi pemberi pekerjaan;

b. Nama proyek dan namer pekerjaan.

c. Volume pekerjaan;

d Nilai kontrak

e. Nilai fisik pekerjaan;

f. Waktu kontrak;

g. Masa pelaksanaan : mulai pelaksa'aan dan akhir pelaksanaa';

h. Masa perneliharaan.

(5). Papan nama kegiatan dipasang dilokasi pekerjaan.

Bagian Keempat /*
,laminan

Pasal 53

Jaminan adalah ketentr,ran jaminan yang clisediakan oleh penyedia barang/jasa :

a' Jaminan uang muka adalah jarninan yang diberikan kepada pengguna barang/jasa dalam
rangka pengambilan uang muka dengan nilai nominal 100% (seratus perseratus) dari
besarnya uang muka

b' Jaminan pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan kepada pengguna barang/jasa
sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar jaminan ditentukan dalarn
syarat-syarat khusus kontrak.

c' Besarnya iaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil
dari 80% HPS), dinaikkan nrcnjadi x% (s0% IIPS) dimana X aclalah pcrscntasc jamina'
pelaksanaan yang telah ditetapkan dalarn dukumen pengadaan

d' Jaminan pemeliharaan aclalah jarninan yang diberikan kepada pengguna barang/jasa
setelah diselesaikannya pekcrjaan, dcngan masa jaminan pemeliharaan ditentukan oleh
kedua belah pihak.

e' Jaminan perneliharaan hanya dapat diberikan apabila rlelarnpohi batas waktu tahun
anggaran bersangkutan.

fl Besarnya jaminan, bentuk dan jangka waktu penyerahan serta pengen<ialian jamina'
tersebut diatas disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan

g. Besarnilai jaminan dalam lernbagajaminan:

I ). Jarninan penawaran :

Nilai nominal jarninan penawaran sebesar 1% (satu perseratus) sarnpai dengan 3o/o

(tiga perserataus) dari nilai HPS surat jaminan dikeluarkan oleh Bank Umum /
Lembaga Keuangan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2). Jaminan Uang Muka :

Nilai jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang muka yang
diberikan.
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3). Jaminan Pelaksanaan :

Sebesar 3o/o (liga perseratr-rs) santpai dengan 5% (lirna perseratus) dari nilai kontrak,

surat jan-rinan dikeluarkan oleh Bank Pcmerintah atziu Lcmbaga Keuangan lerinnyir

yang sah rnenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelinra "/
tlang Muka

I'asal 54

l3esarnya uang truka yang dibcriltan rnaksinrum 30%, dari nilai l<rintrali pada Usaha

Kecil/Koperasi, dan 2AYu dari nilai kontrak kepada perusahaan koperasi menengah dan

perusahaan koperasi besar.

Bagian Kcenam '*
Scrah Terima Pekerjaan (Pihak II I(e llihak I)

Pasal 55

(1). Seteiah pekerjaan selcsai 100% (seratus per seratus), penyeclia barang/jasa (kontraktor)

mengajukan pcrrnintaan sccara tcrtulis kcpacla pcngguna barang/jasa (pcngguna

anggaran) untuk penyerahan pckerjaan.

(2). Pengguna anggaran lttettcrirtta pcnverahaan pekerjaan setelah seluruh hasil pekcrjaarr

yang dilaksanakan sesuai dengan kctenluan dalam kontrak dan dinyatakan dengan bcrita
acata pcnrcrikasaan dari Iladan I)cngawzrs Kegiatan / [:]erdan I)cmeriksa l3aralg
sedangkan penyerahan pertama ditandatangani oleh pengguna anggaran dan penyedi;r

lasa (kontraktor) be rrretrai Itp. 6000.

(3). Pcrnbayaran atas pcnycrahan tcrscbut dilakukan scbcsar 957o (scrnbilan puluh lirna pcr

seratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 59lo (lirna per scratus) merupakan rclrcnsi
selama masa pemeliharaan,

(4) Sctelair masa pcmeliharaan bcrakhir <iilakukan penycrahan akhir olch pcnycclia

barang/jasa dilarnpiri bcrita acara hasrl pcrneriksaan akhir oleh Badan pcngarvas

Kegiatan / Badan Peme riksa Barang, sedangkar-r benta acara pcnyerahan keclua

ditandatangani pengguna anggaran dan pcnyeclia jasa (kontraktor) bcrmctrai Rp. 6000;

BAI} X -"}

PTINGADAAIY DAN,I PtrNII}EI}ASAN T'AI\AII i

llagian pertama

r{sal Usul 'fanah

l'asal 56

Pengadaan dan pembebasan tanah dilaksanakan oleh Bagian [Jniurn dan perlengkapan Setcla
Kab. Pati,

Ilasal 57

(1). Asal-usultanah terdiri dari .

a. Tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai Negara);

b. Tanah Hak Masyarakat (tanah masyarakal hukunr a<Jat):
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c' Tanah l{ak (tanah kepunyaan perorangan atau Badzrn [{ukum), berbentuk hak rnilik,
hak guna nsaha, hak pakai atau hak pengelolaan.

(2). Setiap pengllasaan tanah oleh Daerah, untr"& keperluan apaplrn perlu ada landasan hak
yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh pejahat 

1,ang berwenang.

Yang dimaksucl Pe.jabat yang benvervenang clalam pernberian hak atas lanah ialah

Kantor Pertanahan Kabupaten pati

(3). Penguasaan lanah olch Pctncrirrtah l)acralr clapat clitcnrpulr rnclalgi prgscdur:

a. Pemberian Tanah Negara (tanah yang dikuasai oleh negara) oleh pemerintah nrelalr-ri

keputusan pernberian hak

b. Pembcbasan tanalr hak (tanah yang suclah acla haknya. kcpunyaan pcrorangan alau

baclan hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pernbayaran ganti rugi kcpada

pemiliknya

c. Pernberian atau sutttbangan tanpa clisertai penrbayaran ganti rugi kepada pihak yang

melepaskan tanahnya

(4)' Setelah proses pembebasan tanah atau pernberian surnbangan / hibah selesai, pcrlu
pengurusan lebih lanjut dalanr rangka mempcroleh hak atas tanahnya serta sertifikal
tanah yang bersangkutan. Dengatr diperolchnya sertilikat, barulah proscs pengaclaan

tanahnya dapat dianggap selesai, terLib dan aman terhaclap kenrungkinan tuntutan clari

pihak lain.

Pasal Sfi

I-lak atas tanah yang dapat dipunyai oleh Pemerintah Daerah sama tiengan hak yang dapal
dipunyai oleh instansi Pemerinlah, yaitu :

a' I-lak pakai, (apabila lanahnya clipcrgunakan sendiri untLrk kcpcrluan yalg langsung

berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pernerintah).

b. FIak pengelolaan (apabila tanahnya dipergunakan untuk lieperluan lain yang ticiak
langsung berhubungan dengan 1ugas, seperli perkaplingan untuk pcgarvailalggota

DPRD) atas penggunaarlnya akan ditentukan kemuclian cian sebagainya.

Pasal 59

( l). Tata cara Pembebasan 'fanah clengan ketentuan sebagai berikut :

a' Ketentuan dalarn Kepres nomor 55 tahun 1993 tentang Pcngaclaan Talah Bagi
Pelaksanaan Pernbangunan kepcntingan umun'I, harus dipenuhi dan ditaati dalanr

rangka melaksanakan pembebasan tanah oleh l)ernerintah Daerah baik untuk

keperluan instansi ataupun untuk kepentingan pernbangunan

b' Unit / satuan kerja yang memcrlukan tanah harus rncngajukan pcrmohonarr

pembebasan tanah kepada BLrpati dengan nrengemukakan maksud dan tujuap
penggunaan tanahnya.

(2). Pennohonan pembebasan tanah tersebut harus disertai clengan ketcrangan tentang .
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1

a. Status tanah yang akan dibebaskan haknya fienis / macam haknya' luas serta

tanahnYa)

b. Surat ukur tanah'

c. Maksud dan tujuan pernbebasan tanah dan rencana penggunaan tanah lnengacu PP 24

Tahun 1997

(3). Setelah menerima pennchonan Bupati segera menentukan permohonan tersebut kepada

panitia pembebasan Tanah untuk diadakan penelitian terhadap data-data dan keterangan

yang berhubungan dengan tanah yang dimaksud'

(4). $usunan Personalia Pengadaan Tanah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 2 a--vat (1) KEPPRES No. 55 Tahun 1993, diketuai oleh Kepala Kanlor

pertanahan Kabupaten i Kota dan dalam hal-hal tertentu Kepala Daerah dapat mengetaui

sendiri Panitia Pengadaan Tanah yang dimaksud'

(5).Tugas Panitia Pengadnan dan Pembebasan Tanah :

a. Mengadakan invetarisasi serta penilitian setempat terhadap keadaan tanahaya'

tanarnan tumbuh dan bangunan-bangunan yang ada diatasnya'

h Mengadakan perundangan dengan pala pemegang hak atas taaAh dan bangunan I

tanaman.

c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak'

d. Membuat Berita AcaraPembebasan Tanah disertai fatwa / pertimbangannya.

e. Menl,aksikan pelaksanaan pemba-varan $anti rugl kepada Yang berhak atas tanah'

bangunan dan tanarran

(5).Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secafa

langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang hak atas tanah/pemilik

bangunan/tanam turnbuh.

(7).panitia pengadaan dan Pembebasan Tanah tidak diperkenankan sebagai Juru Bayar, dan

pemba-varannya tidak diperbolehkan rnelalui kuasa atau perantafa"

Bagian Kedua
Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah

Pasal 60

( 1). Tata cara Perolehan Hak dan penyelesaian Sertifikat hak atas tanah :

a. Dengan selesainya proses pembebasan tanah, berubahlah statusnya menjadi tanah

Negara (tanah yang dikuasai oleh Negara secara langsung) dan untuk dapat dikuasai

sebagai Hak pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pernerintah Kabupaten, harus dipenuhi

ketentuan permohonan hak dan penyelesain sertifikat hak atas tanahnya'

b. permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan diajukan oleh

pernerintah Kabupaten kepada pejabat yang berwewenang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan Yang berlaku



c. Setelah sertifikat hak atas tanah tersebut diterinra oleh pemerintah Kabupaten,

selesailah proses pengadaan tanahnya.

Pengurusan lebih laniut, sepanjang rncngenai invcntarisnya terutarna diclasarkan

kepada penyimpanan dokumen-dokumen yang berlrubungan dengan pengadaan tanalr

antara lain :

1). Berita Acara Pembebasan l'anah

2). Berkas (pertinggal) permohona' Hak pakai / I-lak pengelolaan

3)" Salinan Surat Keputusan penrbcrian l.{ak l,akai / I-lak Pengelolaan

4). Sertifikat atas tanahnya.

(2). Tata cara Perolehan Fiak yang berupa Suml'rangasih / I libah

a. Adaiah merupakan kenyataan dalam rangka pe laksanaan proyek-proyck

pembangunan, terutama proyek-proyek bantuan INPRES seperti Sekolah Dasar,

Puskesmas, dan sebagainya, diperoleh tanah secara cuma-curna dari perorangan atau

masyarakat, atau Badan Hukum lainnya. Penerimaan sumbangan atau hibah berupa

tanah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terirna.

b' Proses penguasaan hak serta penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya, sebagainana
diuraikan pada angka 7) berlaku <iisini, setelah segala sesuatu yang berhubungan

dengan penerimaan sumbangan / hibah selesai" Demikian pula kepengurusan

selanjutnya sepaniang yang bcrhubungan dcngan inventarisasi dirnaksu6 angka 7)
huruf c).

(3)' Semua tanah yang dikuasi oleh Penrerintah Daerah harus diselesaikan sertifikatnya untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikernudian hari, dan untuk itu masing-
rnasing Pemerintah Kabupaten harus rnenyediakan dananya dalam ApBD;

Pasal 61

(1)'Daftar Hasil Pengadaan Barang memuat catatan seluruh barang yang <iiadakan oleh
semua Unit Daerah dalam masa satu tahun allggaran;

(2)' Yang dimaksud denagn pengadaan disini yaitu Pengadaan barang sebagaimana dirnaksud
ayat 1 (satu) pasal ini atas beban anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran
pembangunan;

(3)' Dalam pengadaan tanah, setiap Kepala Unit/Satuan Kerja Daerah bertanggung jawab
' untuk rnelaksanakan pembuatan Da{tar l-lasil Pengadaan f3arang dalarn lingkungan

wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk melaporkarl / menyampaikan Daftair
Hasil Pengadaan Barang tersebut kepada Kepala Daerah" rnelalui Kepala t3agian Urnum
dan Perlengkapan. Koordinasi dirakukan Bagian umum dan perlengkapan;

(4)'Daftar Hasil Pengadaan Barang inventaris dan daliar jumlah serta harga barang paklr
habis, dijadikan lampiran perhitungan Anggaran dan l3elanja Dacrah;

(5)' Prosedur pembuatan Daftar Hasil Pengadaan Barang tersebut aclalah sebagai berikut :

a. Bagian Umum dan perlengkapan rnenyediakan formulir yang diperlukan.
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b' Ironnulir tersebut dikirirniclisampaikar-r kepacla selnua [.J1it Daerah u'tuk diisi scsuai
dengan barang-barang yang discdiaka' oreh unit yang bcrsangkutan.

c. Daftar tersebut dibuat setiap 6 (enarn) bulan

d' tjntuk Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh [3agaian LJmurn dan perelengkapan

Setda Kab. Pati paling lanrbat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran
yang bersangkutan, untuk disusun/clihirnpun rnenjadi Buku Dallar gasil pcngadaan

Barang

(6)'Setiap kegiatan pengadaan barang dan penrborongan pekerjaan yang bersunrber dari
anggaran petrbangunAn \/ang telah selcsai harus dilaporkan dan discrahkan liepada
Kepala Dacrah.

(7)'l']engguna Anggaran tnembuat Llerita Acara serah Tcrima hasil kcgaiatan kcpad. I(cpala
Daerah dalanr hal ini Kepara Bagian rirnum dan perrengkapan

Selanjutnya Kepala Bagian LJrnurn dan Perlcngkapan atas namit licpala l)acra5
menetapkan Linit/Satuan Ker-ja i,'einakai trarang hasil kegiatan <linraksucl cicngan
Kcputusan Kepala Daerah dan iiibuatkan llcrita Acura Serah-f'crinra penggunaan ur.rta.rr

kedua belah pihak,

(8)'Kclvajiban pihak ketiga/su*rbangan cr.' rribah I)cng.craarr trarans vang dipcrrrclr dari
pihak ketiga berupa hibah, bantuan clan sunrbangan scrta kuva.jil;an cliscrahkan l<cpa6ir
I(cpala I)acrah dalittlt hal irti IiePala Ilasiarr iJrnurn darr I,crlcnuliaparrdlrr Irarrr:;

dituangkan dalarn Bcrita Acara Sc:rah f'crirra cliscrtar clokunren pemilikan;

I},\ B XI */
It;\ ['A'l' KOOI{ D I NASI l,tit\ G ti I\ DA t,Ir\ N Opti I{AS|OA NA t.

KEGrA.r-At\ (RAKOIT POK)
Ilagian l)crtanra /'

Pengentlalian
Ilasal (r2

I ). Pcngendalian

tepat lvaktu,

pengertian :

a. Tepat waktu

kegiatan dirnaksuiiku^ auar peraksandan kegiala' clapat rnc'capar targct
tepat lnLltu. tcrtib administrasr. tcllzrt sasilran tla',ra't.at. dcnga"rr

dcngan .jadrval rvalttu

salu tahun angilarill.l

sctiap kcgtatan lranrs dilaksanakan sesuai

yang telah ditetapkan dalanr batas u,aktu

( I .lanLrari 3l Desenrbcr)

b. Tepat mulu : pelaksana kegiatan harus dilaksanakan scsuai

persyaratan teknis yang disyaratkan.

dcngan

c' Tertib administrasi : masing-masing kegiatan harus dilaksanakn sesuai clenga'
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

: kegiatan harus dilaksanakan saran lcknis {ungsionar yang

ditentukan dalarn perencanaan.

d. Tepat sasaran
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e. Tepat manfaat kegiata' yang dilaksanakan dapat memberikan rnanfaat

ekonor-ni yang maksi'ral mungkin, sebagaimana ditentukan

dalarn perencanaan kegiatan yang bersangkutan

(2). Pengendalian kegiatan meliputi :

a. Pengendalian umum .

Pengendalian yang meliputi semua kegiatan yang bcrlangsung didaerah sebagai

implernentasi dan pelaksanaan anggaran daerah. I']engendalian umum dilakukan oleh
Bupati dalam hal ini ditugaskan di Bagian Penrbangunan dan Kesra Setda Kabupaten

Pati.

b. Pengendalian kegiatan:

pengendalian kegiatan di lingkup unit kerja / Badan / Dinas / Kantor dilakukan oleh
pengguna anggaran dan pengendalian kegiatan. Agar kegiatan dapat dilaksalakan
dengan jadwal r'vaktu yang direncanakan sehingga tercapai tepat waktu, tertib
administrasi' tepat mutu, tepat sasaran dan tepat rnanfaat serta dapat berdaya guna

dan berhasil guna. I'lasil pengenclalian kegiatan dilaporkan kepada Bupati Cq Kcpala
Bagran Pernbangunan dan Kesra Sclda Kabupatcn pati.

c' Pengendalian kcgiatan dilaksnakan <.lcngan cara pengenclalian adrninistrasi"
pengendalian fisik / lapangan pengawasan lapangan, pengindaraan" penyelenggaraan

rapat koordinasi pcngcndalian pclaksanaan APBD parJa scmua tingkatan.

1. Pengendalian administrasi .

Pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan untuk
mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai clengan ketentuan

berlaku

2. Pengendalian fisiVlapangan :

- Dilakukan melalui peninjauan ke lokasi kegiatan, dengan tujuan supaya

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bestelCgambar/desain, rencana anggaran

biaya/RAB/pAB

- Waktu peninjauan iapangan dilaksanakan secara periodik (terprogram)naupun

insidentil (mendadak).

3. Pengawas lapangan

Pengendalian kegiatan dengan peninjauan dilapangan untuk meneliti apakah

kelengkapan pelaksanauan kegiatan sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang' berlaku antara lain meliputi :

Direksikit' papan narna kegiatan, jadwal pelaksanaan, buku direksi, laporan

tingkat kernajuan kegiatan per minggu, buku material dan sebagainya.

Kelengkapan tersebut berlungsi pula sebagai pengawasan masyarakat.

Pengawasan lapangan dilakukan oleh pengguna anggaran, pengendali kegiatan,
pernbantu pengendali kegiatan, konsultan pengawas dan instansi komponen
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lainnya yang ditugaskan oleh 13upati untuk melakukan pengendalian pelaksanaan

kegiatan.

4. Penginderaan.

Pengendalian yang dilakukan melalui pengamatan administrasi kegiatan maupun

pel aksanaan fi si l< dilapangan.

5. Rapat Koordinasi Pengcndalian Kegiatan pelaksanaan ApllD.
Rakor pengendalian kegiatan ApBD dilaksanakan sebagai berikut :

- Tingkat l,Jnit Kerja dilaksanakanan pada masing-masing Unit

Keria/Badan/Dinas/Kantor yang dipirnpin oleh pengguna anggaran dan

dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan, dengan mengundang pengendali

kegiatan" pembantu pengendali kegiatan, satuan pemegang kas (pemegang Kas

pada Sub Unit Kerja yang bersangkutan). Flasil pelaksanaan rakor pengendalian

dirnal<sud dilaporkan oleh pengguna anggaran kepada Bupati pati Cq. Kepala

Bappeda Kab- Pati tembusan Kepala Bagian Pernbangunan dan Kesra Setda

Kab. Pati.

- Tingkat pengguna anggaran adalah Rakor Pcngenclalian Kegiatan pclaksanaan

APIII) yang diikuti olclt sctur-la pcnggLnln anggaran dan clipimpirr lapgsung olc5
Bupati Pati, pelaksanaannya sekurang-kurangnya atau minirral 3 (tiga) kali
setiap sctaltun pada akhir pcrtcngahan triwulan, scbagai Instansi pcnyclcnggara

adalah Bappeda I(ab. pari.

Bagian Kcdua a'

Pclaksanaan Rakor FO[t
Pasal 63

(l)'Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor pOK) sebagainrana

dimaksud ayat (1) mengacu Instruksi Gubenur Propinsi Jawa Tengah Tanggal 23 Juni

1998 Nornor 050/15830/Bangda tentang Petunjuk 'feknis Penyelenggaraan Rakor pOp

Propinsi Dati I Jawa T'engah;

(2).Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Pembangunan (Rakor poi()
dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a' Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan pembangunan / Kegiatan
Tingkat Instansi yang dipimpin pengguna anggaran

b' Rapat Koordinasi Pengendatian Opcrasional Kcgiatan Pcmbangunan tcrpaclu c1i

Tingkat Kabupaten yang dihadiri pengguna anggaran dipimpin olch Bupati.

(3) Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Pernbangunan (Rakor pOK) di
Tingkat Instansi diselenggarakan tanggal 5 setiap bulan;

(4) Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Pembangunan (Rakor pOK)

terpadu Tingkat Kabupaten diselenggarakan tiga bulan sekali pacla rnipggu kedua;
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(5)' Penyelenggaraan Rakor PoK terpaclu adalah Bappeda Kab. pati Bagian pembangunan

dan Kesra, Setda Kab- Pati Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kab. pati"

Bagian Verilikasi dan Pembukuan clengan dikoordinasikan olelr Asisten llkonomi dan
Pembangunan Sekda Kabupaten pati:

(6)'Pirnpinan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan pembangunan adalal
Bupati yang didanrpingi :

a. Sekrctaris Daerah Kab. pati

b. Kepala Bappeda Kab. pari

c. Kepala Badan Pengar,vas Kab. pati

d. Para Asisten Sekda Kab. pati

e. Kepala Bagian Keuangan dan pcrbendaharaan Setcla Kab. pati

f. Kepala l3agian verifikasi ilan pembukuan setcla Kab. pati

(7) Peserta Rapat Koordinasi Pcngendalian operasional Kegiatan adalah para Kepala Dinas,
Badan, Kantcr, Bagian;

( 8). Pserta sebagar rnana dimaksuci ayat ( g ) mem [ra,"va / menyaj ikan data :

a. Laporan Kernajuan Kegiatan

b. Visualisasi l,aporan bentuk sarang laba-laba

c. I-lambatan dan masalalr yang dihadapi

Illgian Kctiga
Malcud dan Tujuan Rahor pOK

Pasal 6"{

(l)'Kepala Bappeda Kab. Pati clan Kcpala l3agian Pemtrangunan dan Kesra Set<ja Kab. I)ati
bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan keberhasilan Rakor pOK terpadu,

(2) Maksud dan ru.iuan diselenggarakan RAKOR poK rerpadu ialah :

a. Mengevaluasi perkembangan peraksanaan kegiatan pembangunan

b' Penyelesaian pennasalahan yang tirnbul clalarn pelaksanaan kegiatan pernbangunan

serta mencarijalan keruar untuk mcngatasi hambatan ;

c' Mengacu pelaksanaan kegiatan/pembangunan yang belum sesuai riengan target
maupun jadwal kegaiatan yang telah ditetapkan;

d. Mengkoordinasikan pelaksa'aan kegaiatan yang mempunyai :

l. Kesamaan lokasi;

2. Kcsamaan scktor tnitLrpun prograrn

3. Kesamaaan sasaran / tujuan

4. Hubungan / rangkaian kesinarrbungan

5' Agar tidak terjadi benturan kepentingan / kegiatan, tetapi justru agar masrng-

masing kegaiatan dapat serasi dan saling rnendukung.

e' Mengevaluasi dampak yang terjadi baik di dalam pelaksanaan kegaiata' /
pembangunan maupun setelah kegiatan pernbangunan selesai;
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Mengevaluasi apakah pekerjaan yang telah salesai telah dimanfaatkan sesuai dengan

tujuannya:

Mengarahkan agar kegiatan pembangunan pada tahap berikutnya lebih baik dari

tahap sebelumnya dan agar tidak tedadi kesalahan yang berulang;

Dalarn rangka peningkatan pengawasan melekat serta pencapaian efisiensi, sehingga

lebih berdaya guna dan berhasil guna" setiap bulan sekali sebelurn dilaksanakan

Rakor POK terpadu rnaka masing-masing Unit Kerja sebagai pengelola Kegiatan

Pembangunan menyelenggarakan Rakor poK menurut kepentingan Dinas I
instansinya.

BAB XII "/'
PEMANTATIAN DAN PELAPORAN VF.

Bagian pertama

PEMANTAUAN
Pasal 65 l

(l). Pemantauan dan evaluasi perencanunn kegiatan pembangunan dilaksalakan dibarvah

koordinasi Bappeda Kabupaten dilaksanakan sebagai berikut :

a. Dipimpin oleh Bappeda Kabupaten pati.

b. Dihadiri Dinas / Lernbaga i Satuan Kega terkait

c. Dilaksanakan setiap akhir triwulan

d' Hasil pernantauan dan evaluasi secara umum dituangkan dalam fbnnat yang telah

ditentukan, sedang untuk laporan realisasi fisik dan keuangan disusun oleh Bagian

Per-nbangunan dan Kcsra Setda Kab. Pati mclaporkan kcpacla Bupati clcngan

tembusan instansi terkait.

(2). Pernantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya baik secara

administratif maupun fisik dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan dan Kesra Setda

Kab. Pati

(3)' Selarna kegiatan dilaksanakan, pengguna anggaran penanggung jawab teknis kegiatan,

Kepala Dinas Teknis agar rnelakukan pengawasan dan pengendalian langsung dengan

sebaik-baiknya.

(4)' Untuk lebih rnernperluas inforrnasi kepada masyarakat rnaka pada lokasi kegiatan agar

dipasang papan pengenal kegiatan dengan ukuran yang telah ditentukan.

(5) Pelaksana kegiatan agar menrbuat foto kegiatan ukuran karlu pos pada kondisis 0%,
50o/o dan 100% yang diambil dari 2 (dua) posisi yang berbeda dan dikirim kepada

Bupati Up. Kepala Bagian Penbangunan dan Kesra masing-masing rangkap 2 (dua)

(6). Untuk melaksanakan tugas pengendalian dalarn rangka memperoleh daya guna dan hasil
guna yang optimal dalanr pelaksanaan pernbangunan di Katrupaten pati, maka ciibentuk

Tim Pengendali Kegiatan pernbangunan.



(7)' Tirn Pengendali Kegiatan Pernbangurran dirnaksud ayat (1) merupakan forum koordinasi
antar instansi yang bertugas :

a' Menyusun pedoman pclaksanan kcgiatan pcmtrangunan APIII) I(abupaten pati.

b' Mengkoordinasikan pengendalian seluruh komponen clana pernbangunan pada ApBI)
Kabupaten Pati.

(B) Susunan organisasi f irn pengendali kegiatan pembangunan terdrri <lari :

a. Penanggung.jatvab program adalah Bupati pati

b. Koordinator umurn adalah sekretaris Daeralr Kabupaten pati

c. Perencana adalah Kepala tsappeda Kabupaten pati

d. Koordinator Pelaksanaan adalah Asisten Ekonorni dan pernbangunan Selicla Ka[:.

Pati

e' Sekretaris Pengendalian Kegiatan adalah Kepala Bagian pernbangunan dan Kesra

Setda Kab. Pati

f. Anggota adalah lnstansi Teknis 'l-erkait.

(9)' Dalarn pclaksanaan tugas sehari-hari 'l'im [)engcrrdali Kcgiata' pcnrtrangunan

dikoordinasikan olch Sckrclaris I)acrah dan anggota <lcngan tugas rnasing-plsirrs
scbagai bcrikur:

a' Bappeda Kab. Pati nrelakukan koordinasi pcngendalian kegiatan dari aspck

perencanaan pembangunan Kabupaten dalam rnenyerasikan pcmbangunan sektoral
dengan pembangunan daerah sefia melakukan audit perencanaan pembangunan

Kabupatcn setiap tahun beralthir

b' I3agian Pembangunan clan Kcsra rnelakukan koordinasi pcngcndalian aspck

adrninistrasi' pelaksanaan <lan pelaporan kegiatan pembangunan ApBD Kab. p1ti.

c' Bagian Keuangan melakukan pengelolaaan pengendalian adrninistrasi keuangan

kegiatan penrtrangunan daerah dalarn ApIJD l(abupaten.

d' Dinas/l,ernbaga/Satuan Kerja -feknis 
melakukan koordinasi pengendalaian teknis

terhadap pelaksana kegiatan pembangunan yang mencakup :

1' Menyusun perencanaan teknis kegiatan berdasarkan data-data teknis serta survai
lapangan.

2' Bertanggung.f awab atas rrasir perencanaan tersebut diatas :

3' Melakukan pengawasan seczira rutin tcrhadapa pe laksanaan kcgiatan clilapangan;

4. Melakukan pembinaan secara teknis kepada pengawas rapangan,

5. Ikut serta rlengatasi hambatan-harnbatan yang dilurnpai ditapangan.

Bagian l{edua
Mekanisme

Pasal 66

(1). Mekanisrne pengrendalian dan pelaporan :
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Untuk membantu tugas-tugas'l'inr l'}cngen<iali Iicgiatan l)cnibangunan dibcntirlr
sekretariat 'l'irn Pcngcndali Kcgiatan I'cmbangunan yang bcrkcduilukan cli Ilagian
Pcmbangu'iin detn Kcsra Sctcla Katr. Irali dcnga, tr-rg.s :

a. MengumpLrlkan bahan-bahan suna pcngarnbilan kcputusari kcpada 'l-im l)engcnclali

Kegiatan Pernbangunarr.

b. Mengumpulkan cian nrengolah laporan kc Pembrna tingkat propilsil'pLrsat

(2). Sckretariat 'l-irn l)engenciali l..cgiatiin l)cnrtrangurran tcr-clri dari .

a' Ketua adalah Kcpala l3agian Pcnrtrangrinan dan Kesra Setda Ka[r l)ati

[l Koorcjirurtor

l' Pcngcndali kcgialan irclalah I(asuirau llengcnclalian pada Ila-r1an I)crnblpsura'r
dan Kcsra Sctda liab l)iiti

2 L"valtrsi dan pclaporarr adalah Kasubag. l)cnqendalian pada i3agialr l)cr1bir1r:rrplrr

dan Kcsra. Sctda Kab lrati

c. Anggota

I' [)ctugas laPatluatlrstal-['cknis paila l3agiar-r [)curbangunan claii ['"cs11 Sct6a l.,rrlr

lrali

2. Stal'Adrninistrasr pacllr lliigian I'urnlrangupan ciap l,.csra Sctda Ir,alt l)atr

i. Staf l)cnurr.jarrl

{3) Organisitsi datt tata ker ja Sclirctariat Iinr l)cnscntlali Kceiatan I)cnrtranr]unan ditctapka'
dengan keputusan tlupati

(4). I)alarn ranglia lllclldul\ultg 01'rcr-usi0rrill Sckrclariat 'l'irn l,cngcntlilli I,,cqiatalr
Pembangunan dianggarkan dari n l)lll) l..ab lrati

(5). Mekanrsnie pciaporan pcngclolaan kctiaran :

Pengawas lapangan secaril rningguan lrrcnl,arnpaikan laporan perkcnrbangan kcnrajuan
flsik kegiatan dan prertnasalaltaan diiaParrgan kepada pengguna anugaran li.cgiatan

dengan tcmbusan kcpada

Pe nangung .lawab 'l'eknis [\c!lirrlarl

(6)' Kepala Dinas i Lerlbaga ,' salrran I{cria sclaliu l)cnansquns .larva6 Kcgiata'
tnenyampaikan laporan tncttscnai Pcrkcnrbangan {lsik, kcuangan dan pcnnasl*h*n
kegiatan-kcgiatan yang clikclolanva cliscrtai krnlal sarans laba-laba kcpada t3upati (iq.
Asisten Adrninistrasi l)ctttltattquttatt sclaku lioonlirratur"pclaksaria tirn pcrrgerrdali

kegiatan pembangunan sctrap bularr sclanrbat-lanrbalnya larrgrial 5 (lir1a) Sulan
berrkutnya dengan tcmbusan .

a. Kepala Banrvas Kab. pati

b. Kepala l3appeda Kab. lrarr

c. Kepala Bagian Pcmbukuarr darr vcri{lkasi sclda Kab l,atr

d. Kepala f3agian Pcrrbansuiran cian r'.csra scttia Kab r)atr



(7)' Badan Pengawasan Kegiatan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan pekerjaan kepada
pengguna anggaran dengn tembusan :

a' Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku koordinalor pelaksana Tirn pengendali

Kegiatan Pembangunan;

b. Kepala Dinas Teknis ;

c- Kepala Bagian Anggaran dan perbendaharaan setda Kab. pati

d. Kepala Bagian pernbukuan dan verifrkasi Setda Kab. pati

e. Kepala Bagian pembangunan dan Kesra setda Kab. pati

( l )' Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pekerjaan pernbangunan, baik yang dilaksanakan
secara swakelola maupun yang diborongkan, rnaka pengguna anggaran menentukan dan
menghimpun laporan bobot lisik peker.jaan yaitu .

a. Laporan harian

b. Laporan mingguan

c. Laporan bulanan

d. Laporan kinerla tiap triwulan

(2)'Pengguna anggaran bertanggung jawab atas penyarnpaian laporan kernajuan bobot flsik
pekerjaan dan penyerapan keuangan kegaiatan yang rnenjadi tanggung jawabnya, ses,utti

./?trmut yung (cluh ditcntukun.

Pasal 67

( 1). Laporan sebagaimana dimaksud pasal I ayat (2) disampaikan kepada Bupati :

Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran lewat Asisten Ekonorni cla.
Pembangunan sekda Kab. r'a1i dengan tenrbusan dikirim kcpa<la :

1. Kepala Bappeda Kab. pati

2. Kepala Badan pengarvas Kab. patr

3. Kabag. Pernbangunan clan Kesra Sctda Kab. pati

4 Kabag. Anggaran dan pcrbendaharaan Setda Kab. pati

5. Kabag. Pembukuan <ian Veriflkasi Sctda Kab. pati.

(2)' Laporan tersebut selarnbat-lambatnya harus suaclah disarnpaikan tanggal 5 bulan
berikutnya.

- Di Bappeda Kab. Pati dan l3agian Pembangunan dan Kcsra Set6a Kab. [)ati
menghimpun dan mernbuat rekapitutasi atas dasar laporan sebagairnana dipraksud
ayat 1 (satu) pasal ini, setragaimana bahan Rakor POK terpa<Ju di 'fingkat Kabupalcn
Pati.



BAB XIII
I}E]\GAlVASAN

Pasal 68

I ). Perrgguna Anggrzrn rvajib mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatzrn yang

menj adi tanggung jawabnya;
I

2). Dalam rangka pengawasan pengelolaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain oleh :

l. Pengawsan melekat dilakukan secara internal oleh atasan Iangsung

b. Pengawasan fungsional dilakulcan oleh Badan Pengawas l(abupaten

: Pengau,asan Legislatif dilahukan oleh DPRI)

d. Pengawasan masyarakat dilakukan olch I-SM, media masa dan lain-lain

(3).Sanksi pidana dan denda yang dil<enakan pada perencana, pelaksana dan pengawas

pelaksanaan pekerjaan konstnrksi Pasal 43 lJndang- Undang Nomor 18 Tahun 1999

a. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak

menrenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi

atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau

clikcnahan dcncJzr paling banyak l07o (scpuluh perseratus) dari nilai kontrak;

c.

Barang siapa yang meiakukan pelaksanaan pekeqjaan l<onstruksi yang bertentangan

atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan

mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan

pidana paling larna 5 (linra) tahun penjara atau clikenakan denda paling banyak 5%

(linra perseratus);

Barang siapa yarrg melakulcarr pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan

sengaja rnemberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan

konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan

menyebabkan tirnbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan

dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling

banyak 10% (sepuluh persertaus) dari nilai kontrak;

BAB XIV
PENYERATIAN KE,GIATAN KE BUPATI

Pasal 69

(1).Pengguna anggaran bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan

kegiatan yang rrenjadi tariggung jarvabnya dengan nremperhatikan standar waktu dan

krvalitas pekerjan yang n'lencakup penyelesaian pekerjaan maupun penyerapan keuangan;

(2).Pengguna anggaran / Penanggung jarvab kegiatan, menyerahkan kegiatan - kegiatan

yang telah selesai 100% sebagaimana yang telah dimaksud ayat (l) pasal ini, Kepada

Bupati nrelalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Pati dengan Berita

Acara untuk selanjutnya dicatat sebagai aset daerah dalam 4 (empat) ganda yaitu untuk
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a. Br_rpati;

b. Dinas I'inslansi bcrsangkutan;

c [.,e1ltln l]lr,.Lur Ircrrr]irrvlrs l(lrll. l)u{i;

d. Kepala I3agi*n 
'cnibangu'an 

cJan Kcsra sctda Kab. pati;
(3)' Apabila dike r'r-rclia' cliltctahr-ri lcr jadinya pc'yimpanga,-penyirnpangan cli 6alanr

pelal<sanaan pekeriaiin atau penggunaan keuangan yang belunr cliketahui parla saal
penyerahan pekerjaan sebag:rimana dirnaksu cl a.yat (2) pasal ini, sepenuhnya nrasih
menjadi tarrggung.jaivab pengguner anggaran / peraksana yang bersangkutan.
Bagian Llllltllrl dan Pcrlengkapan setcla Kab Pati rnernproses penverahan Kegiatan-
kegiatan lersebut ayat (2) pasal ini, dari l3upati kepada unit pcrnakai dengan berita acara.
deugan tenrltusan :

(5)' Berita acara sebagat'mana dinr;lltsucl pada pasal 6l ayat (2) clitanclatangani ole6:
a' IragLr kcgiafan sampai clengan llp. 500.000.000,00 ( lirna ratu:; .juta rupiah) oleh

Kepala Bagian lJmunr clan Pcrlengkapan setcla Kab" pati atas narna Bupati;
b Pagu l<c:giatan diatas ltp ,5$Q.g90.000,00 (lima ratus .juta npiah) sa6rpai c{ens;rrr

1'000 000 000,00 (satu rliliar rupiah) olch a.sislcn Adnrirrisr'asi clar Kcru.rriga' sckJ.
Kab. Pati atas narna i3upati ;

c Pagu kcgiatan diatas Rp 1.000 000.000.00 (satu rniliar rupiah) oleh st:kreta's i)acr-*h
alus rrarria IlrrPitti.

ttAB XV
KE"I !lN T.{JAN LAIN_LAIN

Pasal 70
( I )' sistern dan Pr'scclLrr Penciapatan lain )'ang nreliputi lai'-lai, usaha daerah yang i;iiir.

penerinraan bagi hasil pnlak clan br-rkan paiak, penerimaan surnbangan pihak k*liga
l<epada daerah scrla pcriiinarr tlilalisanakan sesuai dengan peraturan per.inda*g-unclangarr
vtrr-u bcr lirkLr ,

(2) lJnit ker'1a terl<alt lllL-nctaplian liclriiakan unttrk menginlbsrasikan pclaksanan pungirti]n
yang tclah drlctapkan dalam pcrda pe'runguta* penclapatan Asli Daerah;

(3)'LJnit l(erfa terkait ticlak cliperkenankan rnengaclakan pu'gutan dan atau tanrbahan
plltlsutan vang tirial< tcrcanlutn dalam l]cr<Ja Pcmungutan pcndapatan Asli Daerah;

(4) llcndahara\vltrl khLlst-ts Pcnnriml ,/ Pernbant' Be,clahilrawan Khusus pencrirna cl.rr
I(oordinalor l)cmunqut ililarang *ert'inr|ar uarig dalarn pcnguasaan atas nanra pribadi
pacll srratrr Bllrlr,

(-5)' Penggunaan biaya operasional penanggr-rngiarvabannya adalah kwitansi A2 yang
dilengkapi data penclLrk'ttg berupa dafiar kegiatan yang diraksanakan oleh pejalrat yang
bersangkutan;

(4)
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BAII XVI
KITIiT{T' TI A]\ PEN T IT'T I P

Pasal ?1

Hal-hal yangbelurn diaturclalam kepr-(usan ini ahan diatur lebih ianlut olch 13upati.

I'asal f,2

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di l)ati

padatanggal: ,:
BTJPATI PA'TI

.*
'I'ASIN{AN

Diundangkan di Pali

padatanggal :'L.l:' . ":.' ;' :, ",:

SEKRETARIS DAERAH KAIltlllr\.f F,N I',,\'l'l

-"J\

V(K: %.
$qvl\

4"ne
sLAI\,tq'r

t,I]MBARAN DAI]RAH

TA['{UN 2OO3 NOi\,{OR

PRA}VIRO

i{AlltjPnl'l:N i)A'l i

?, StiRI ;:--



(Kop.Dinas, Badan,

Paket Pekerjaan
Pada hari ini, :

- Nilai fisik : 100t110 X
- PPn : iOt1oj X

Kepada pemborong / pelaksana yang. Pembayaran Uang Muka Kerja. Pembayaran Angsuran ... dan ... .. Pembayaran Angsuran

BERITAI

KEM

Rp......
Rp. ..

Jumlah

bersangkutan telah dibayarkan
= Rp.

= Rp.

= Rp..............
- Rp.

Ketua Merangkap anggota BpK
Sekretaris Merangkap Anggota BpK
Anggota BPK
Anggota BPK
Anggota BPK

1.

2"

3.

4.
c

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pati Nomor ......

1' Telah mengadakan pemeriksaan / penelitian atas kemajuan fisik peket pekerjaan.
Lokasi
Yang dikerjakan oteh , CVipi. .. . . . ..
Berdasarkan dokumen kontrak : No..

!a1Sa borongan . Rp. .

Telah mencapai prosentase .. 
. .. ... ..%

2' Menurut hasil pemeriksaan tersebut maka pemborong/peraksana yang bersangkutan telahberhak menerima pembayaran sebagai berikut :

PEMBAYARAN ANGSURAN KE .

Rp

Berdasarkan

TERBILANG

Berita Acara ini dibayarkan sebesar
-

Kantor) Sub Bagian

ACARA

ERIK

3. Pelaksanaan



3. Pelaksanaan paket pekerjaan : ... ...

Demikian Berita Acara kemajuan pekerjaan ini dibuat dalam rangkap (.....) untukdigunakan seperlunya.

Pemborong CV/pT . .. TIM BADAN PEMERIKSA KEGIATAN
PAKET PEKERJAAN

Direktur

Pengawas Lapangan

NIP.

.... : Ketua1

2

{

Pengguna Anggaran

NIP

I



BERITA ACARA

Nomor
Tanggal

: Direktur CV/PT

PAKET PEKERJAAN

Pada hari ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama
Jabatan

ll. Nama
Jabatan

Metrai
Rp. 6000

PIHAK PERTAMA

Yang menerima
Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati pati Nomor. .... ...., tanggal
Senjutnya disebut ........: PIHAK PERTAMA

Mewakili Perusahaan : CV/pT .. . . .

Berkedudukan di :."......
Selajutnya disebut : ptHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Akhir peme-riksaan pekerjaan No. ....tanggal . . .serah terima pekerjaan untuk PERTAMA xnli sebagai berikut .

1. PIHAK KEDUA terah menyerahkan kepada prHAK pERTAMA 
.

Peket Pekerjaan : ...........
Lokasi
Yang dikerjakan . CV/pi ,

2' PIHAK PERTAMA telah menerima P_akef Pekerjaan yang diselesaikan dengan baikdan sesuai dengan Surat perjanjian pemborongin.

Kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan akan diperbaiki pada masapemeliharaan selama .-.. Hari kalender tetap men]adi tanggung jawab ptHAK KEDUAsesuai dengan ketentuan-ketentuan berlaku.

Demikian Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan ini dibuat dalamrangkap (....) untuk dipergunakan sepertunya.

PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan
CV/PT

l\4ctlai
I{p. 6000

NIP
Direktur



BERITA ACARA

Nomor : ... ...
Tanggal

PAKET PEKERJAAN :

Pada hari ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama
Jabatan
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati pati Nomor . ... .

Senjutnya disebut .. : pIHAK PERTAMA
... ., tanggal

ll. Nama
Jabatan
Mewakili Perusahaan
Berkedudukan di
Selajutnya disebut

: Direktur CV/PT
: CV/PT

: PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Akhir pemeriksaan pekerjaan No^ .. .tanggal .. .serah terima pekerjaan untuk PERTAMA KALi sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA terah menyerahkan kepada prHAK pERTAMA 
:

Peket Pekerjaan : ........

Yang dikeryakan : CV/pT

2' PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan terakhir dari pIHAK KEDUA ataspekerjaan dimaksud setelah pekerjaan selesai menjalani masa pu*"iir,uruan selama"" hari kalender ternyata kondisi fisik bangunan masih tetap oaiam keadaan baik.

3' Sejak penyerahan ini segala kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangansefia pemeliharaan bangunan tersebut selanjutnya tidak menjadi t'rnggrng jawabPIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan ini dibuat dalamrangkap (....) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
Yang menerima

una Anggaran

Mctrai
I(p. (r000

PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan
CV/PT

NIP Direktur



S I]RAT PERNYATAAN

Yang bcrtanda tangan clibawah ini
'Nama

Jabatan
... . Selaku pemimpin Kegiatan/ proyek

Menyatakan dengan setienarnya bahwa

Kegiatan/Proyek

Pekerjaan

Lokasi

Pelaksana

Alamat

Berdasarkan Surat perjanf ian per,borongan/Kontrak/spK .fanggar

No .. . . ... , bahwa peker.iaan tersebut diatas sesuai kontrak harus sclcsai 1 009i,
(seratus persen) sclanrbat larnbatnya pada tanggal

sehingga dinyatakan :

TIDAK TERLAMBAT
Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung

j awab untuk dipergunakan sebagairnana mestinya.

yang medyatakan :

Pemimpin Kegiatar/proyek

NIP
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PEMERINTAH KABUPATEN PATI
Jl. Tombronegoro No. 1

PATI

Nama
Benda Berharqa

Dengan hurr"rf :

TAI{DA TERIMA UANG UKT
{ TTU rJKT )

, PETUGAS F]EI\/iI.JNGIJI
UI(T

f)itras /

No I'Ttl UKT

I arrgcalDari
l(epada
Narla Ul(T
ln st;lnsi

s/ri

TELAH TERIMA UANG I{ASIL I}EMUhIGUTAN DENGAN RINCiAI! StsB:

Kode
BB

Nonror ijrut
DD

Yang laku

JtJhilI AH

Nilai /
Lembar

Diterirrra oleh

Junrlair
Uang perrrt.rlrgutan

Diserahkan olel-r :

PETUGAS PEMUNGIJT

i

I

MODEL DPD _ 57

Jumlah
Lembar BB
Yang laku



DPDil-20



PEMERII{TAH KABIJPATHN PATI
Jl. Tombronegoro hlo. 1

PATI

L,,tt,,f){tAzu [-lAR|AN
SATUF\hI fiEMEfiAruG KAS PHMBAT{TLJ

Tahun Angg:lran :

Loketi llt(I :

Tangqal :

Bukti Setoran Pajak/Retribusi/pencJapata n Lain-la in Lembar Jumlah

SKPD / SSPD

SKRD i SSRD

STPD ( Surat Tagihan Pajak Daeran )

STRD ( Surat Tagiharr Retribusi Dae;rah ) ..

Surat Setoran ( SS )

Tanda Terima LJang UKT

JUMLAFI

Catatan :

BUKTI I}HruYEIq,AI.IAT-{

KEPADA BEN{DA}{ARA
LIAISG I]AI'{ BUKTI SETORAN PAJAK / RETRIBUSI
KHU$US PENERIMA KANTOR PENDAPATAN DAERAhI

Telalr terima uang sebesar Rp. ( .

dan Bukti Setoran Pajak / Retribusi sebanyak . ( .

dari Pembantu Bendahara Khlrsrls Perrcrima dan Penerimaan Loket / UKT tanggal

Yang menerima,

Bendahara' Khusus Penerima

,)
) Lenrbar

MODEL DPD - 58 A

NIP.



1

PEMERINTAH I(ABUPATEN PATI
Jl. Tombronegoro No. 1

PATI

LA,MPIRAN

LAPORAN HARIAN
SATUAfr{ PEf*{EGAFJfi KAS pEtu{BAhlTLi

TahunAnggaran : .................

Bulan : -.,..-...........

No. lo1: 1'. 'l Pajak / Retribusi / Pendapatan
Lain - lain

Jumlah
Hari ini

Jumlah s/d
Hariyang lalu

Jumlah s/d
Hari ini

JUMLAH:

Mr)ntrt nPn -6R A



Dengan huruf

Catatan :

BUKTI PENYERAHAN
KEPADA BENDAHARA'

UANG DAN BUKTI SETORAN PAJAK 
' 

RETRIBUSI
K H r.! S U S P E N ERIMA KANTOR P EN DAPATAN pA!:-&Ltl-

Telalt teritn;r uitnil sebesar RP

dan Bukli Sctor;tlr Pajak / Retribusi seb:ltty;rk (

dari Petugas Penttingut atas Peneritnaan Petugas Pemungul

tanggal

.. .... ) lembar

Sub UKT

Yang menerima'

Bendahara , Khttst.ts Petrerima

NIP



PEMERI NTAH KABUPATEN PATI
Jl. Tombronegoro No. 1

PATI

LAMPIRAN

I-APORAN I{ARIAN
FETI,JGAS PEMUNGUT

Tahun Anggaran

Bulan

irio. I ttct., .' g I Pajak/Retribusi /Pendapatan
Lain - lain

Junrlah Junrlalr s/d
i-lari ini

JUMLAH:

Petugas Pemungut



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KANTOR PENDAPATAN DAERAH
Jl. Dr. Wahidin No.4 Telp.381OO1

PATI

No,SPBB: ...,

Tanggal Diminta

Tgl, Disetujui

$URAT FFRFE{INTAAN BENDA BERI-NARGA
I*,KT/PETUGAS FEMU FlGIJT

Dari UKT : ....,....,.
Kepada Yth : tsendaf** f<nrsus Benda Berharoa

Knntor pendapata n Daerah lft l:, pati,

HARAI DIKIF lM EFNDA BtrRl-{ARAa straar:ni;;;;

No
Nama

Benda Berharga
Kode
BB , 

Nirai/' @-:J-Ey*mye!s'aluJuiLembar 
i'#rn I ilHnmfltn'fl ,{iq. ;y"'r.i;

Diminta Oleh : 
--l

UKT/Petugas PemunSut 

I

I

I

. -*_r-____. :i__*___-r____ _ _ _L _ __ I _

Diperiksa Cteh : I DisetujuiOleh :

Kasi Pembukuan dan peiapomn i xepaia Kantor e*nJ"fut.n Daerarr
KantorPencrapatan Daerah I Kabupaten pati

Kabupaten pati 
I

i

I

I

NIP. \IP

Lembarl - Warnaputil
Lembar2 - Warnameri

Kantor pen
Lembar3 - Warnakuni

r, untuk Bendairara . Khusus Benc{a Berharga.
rh nruda, untuk Seksi pembukuan dan pelapoian
dapatan Daerah Kabupaten pati.
ng muda, untuk Unit Kerja Terkaitipetugas pemungut,

54



PEMERINTAH KAB UPATEN PATI
Ifi NTOR PENDAPATAN DAERA H
Jl. Dr. Wahidin No.4Telp.3B1931

PATI

FUKTI PENGELUARAN BENDA BERHARGA

Diserahkan kepada:
Mma UKT : ...."..

No.BPBB:

Berdasarkan :

NO.SPBB: .....
Tanggal ;

Jumlah NilaiJumlah

Diterirrn Oleh:
UKUPetugas pemungut Diserahkan Oleh :

Bendahara, . Khusus Benda Berharca
Kantor Pendapatan Daerah f<an pati-

Lembar 1

Lembar 2
Lembar 3

Warna putih, untuk Bendaha ta .., . Khusus Benda Berharqa.Warna merah muda, untuk Unit Kerji i;rk"i,,,F;;#r'ijl,il"nr,,
Y"r* kuning muda, untuk Seksi pembukuan dan pelaporan
lGntor Pen dapatan Daemh rcunrpaierifuti,
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PEMERINTAH KABUPATEN PATI

I(ANTOR PENDAPATAN DAERAH

Jl. Dr, Wahidin t{o.4-fetp,B1931

PATI

w4r_
Bulan :

Tahun :

No, Kohir:

Narna
Alamat
NPWPD

Batas Akhir Penyetoran

JumlahUraian

Jumlah Ketetapan Pokok pajak

Jurnlah Sanksi :a. Bun

b. Kenaikan

JUMLAH.
Dengan huruf :

8EEXAnAN_i
1' Harap penyetoran dilakukan pacla BencJahara. Khusus penerima (loket BKp)

Kantor Pendapatan Daerah dengan menggunakan sKpD ini.
2' Apabila $urat Ketetapan Pajak ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama

30 harisetelah Surat Ketetapan Pajak diterima atau (tanggal iatuh tempo) clikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar z/o per bulan.

Pati,

An. KEPALA KANTOR PENDAPATAN DAERAH
KABUPATFN PATI

Kepala Seksi penetapan

NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KANTOR PFNDAPATAN DAERAI]
J l. Dr.Wahidin No,4 Telp. 38l 931

PATI

s$pD
{st,rRAT $ETORAN PA,JAK DAERAL}

Tahun :

Nama :."............
Alamat
NPWPD ':.: .:: ....: .:: ..:.::: :: .::

Menyetorberdasarkan *) : [-] sxnn I 
_l srnn [_] tain-tain

['--l sxrnr [__] snrnn

f- 
--l srnnrn [-l Sr< pembetutan

l-'*i sxrnrnr [_] sxKeberatan

: fulasa Paja.t< : ......... Tahun : ....... No.urut: ".....

No. I{Cii{ ,Jenis Paiak I JdnGii ?i1n t

Dengan huruf :

Ruang untuk Te

Kas Register/Tanda
. Petugas Peneri

2OD

Jtmlah $etoraLPaiak : _-_ -- --l--

Irl'aan I ii;ierima cieh : L. . "t "'.'

Tangan j Fetuqas Terirl at Pembayaran j/-- -' lma lTanggai : I penyetor,
It

Tanda Tangan :

Nann Terang



PEMEBINTAH KABUPATEN PATI

KANTOR PENDAPATAN DAERAH
Jl. Dr,Wahidin No.4 Telp,38l 03'l

PATI

I

-g
',9

$$RD
(suRAT $ETORAN FtHTFt!AUSI DAHffiAt-{}

Tahun :

Narna
Alamat
N PWP D

Menyetorberdasarkan *) : [_-] Sfnn

Il snnnr

[_-l srnD

[J SX Pembetutan

f--'l st< Keberatan f_-j t_ain-tain

!el'Ltsuet*

Dengan huruf :

I

I

I

I

I

I

I

I1_.____
Llqnlqt_qqtg1ah net4uir-l - _ " _ _

T*----**-
I

I

L__

Ruang untuk Teraan
Kas Registerflanda Tangan

Petugas Penerima

Tancia'i'a.ngan :

NJarna 1ii,'rar1{l .

Penyetr:r,

t,,,.,)
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PEMERINTAH KABUPATEN PA TI

MNTOR PENDAPATAN DAERAH
Jl, Dr, Wahidin No,4 Telp.B1931

PATI

,SU-8ALI&GiHAI{ PAJAK DAE!4AI-!'-_'':::'.::::

Tahun Pajak :

Masa

Nama :

Alamat '.

NP\ /RD :

Tanggal Jatuh Tempo :

l. Berdasarkan Pasal g UU No. 1B Tahun 1997 telah clilal<ukan pemeriksaan atau
keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak
Narna Pajak

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut
yang masih clibayar aclalah sebagai berikut :

diatas atas penghitungan jumlah

1. Dasar Pengenaan Pajak :

- Terutang atas No.Kohir
- Masa Pajak
* Pokok Pajak Terutang
- tsanyaknya Keterlarnbatan
* Jumlah Denda per Bulan

Jumlah Pajak yang Kurang Dibayar:

2. Sanksi Administrasi :

a. Bunga

Jumlah sanksi (Z.a) :

3. Jurnlah Pa"jak yang masih harus dibayar ( 1 {- 2a) :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan ;:acJa Benclahara Khusus Penerima (loket Bt{F)
Kantor Pendapatan Daerah clengan rnenggunakan SKPD (Surat Ketetapan Fajak
Daerah) atau $SPD (Surat Setoren Fajal< Daerah).

2. Apabila STPD ini ticJak atau kurang clibayar setelah tanggal jatuh ternpo, malra akeln
dikenakan sanl<si adrninistrae i berupa bunga 2Y" clari nilai pokok per bulan.

Paii, .........

An. KEPAIS KANTCIR Ff;NDAPATAN DAEHAI-I
KABUPATHN PATI

l(epala Seksi Penetapan

ftp.

Hp.

tJtp.



BITPATI FATI
%%>*-::=:::j*-__*:*-_:::::_:;=::%_*-*:

a5_=i:=::=::;:::=:::::_::::::a:-:::

Nomor :

Sffat
Lampiran
Perihal Kepada :

Yfh.

Pati,

; Permintaan pemb ayaranl
Transfer.

cli

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan data yang ada, jurnrahpenyetoran penerimaan untul< : Triwulan , .. ......_..:..'..] tuhunyang berurn diraks.anakan pernbagianny" **il*f"i hak pemerintafiKabupaten pati aclalah sebagai[rrilrt ,

Sesuai dengan ketentuan yang
rnaka bagian yang rneniacii hal

cliatur dalam

%XRp.
Pemerintah Kabupaten pati adalah ;;;;;: HP' { ..............

Mengingat bahwa penerirnaan Daerah tersebut telah c{ianggarkan setiantahun qnggaran sebagJai sarah *utu sumrrer p*,i*ii*uun Daerah, karnimengharap bantuan saucjara agar permintaan transfer (pencairai.r)penerimaan tersebut dapat diteruskan ks Nornor Rekening .... pac.lilBank Pennbangunan Dael"af..r C*fr*ng p*ti.

Demil<ian atas lrantuii')nva kami ucapkan terima kasirr.

MUPATI PATI

rEMqlSAl_{ kepacia :

1 . .. ,...
2.

MODEL DPD_S7

TASIF#tAtU



'i

BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR:S21 I t2003

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN PATI
TAHUN AI{GGARAN 2OO3

BUPATI PATI

bahwa untuk melaksanakan keglatan Belanja ....
Kabupaten Pati rahun Anggaran 2003, pertu disediakan dananya dengan
menerbitkan Keputusan Otorisasi.

1 . undang-undang Nomor 13 Tahun 1g50 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22tahun lggg tentang pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan

dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

4. Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor 2g Tahun 2aaz tentang
Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata cara penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 1 Tahun 2003 tanggal
26 Pebruari 2003 tentang APBD Kabupaten pati rahun Anggaran
2003;

6. Keputusan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 27 pebruari

Tahun 2003 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003.



4-/-

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2CI03
tanggal 26 Pebruari 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, memberi kuasa kepada l(epala Bagian Anggaran
dan Perbendaharaan Setda Kabupaten Pati untuk melakukan pembayaran sebagai
berikut:

1.

2.

J.

4.

Jumlah uang setinggi-tingginya
yang dibayarkan

Untuk keperluan

Atas beban

Pengguna Anggaran

5. Pemegang Kas

6. Dasar Otorisasi
a. DABSK

b. Jumlah untuk Anggaran yang
bersangkutan

7. lkhtisar Otorisasi

a. Jumlah Anggaran

b. s/d Otorisasiyang lalu

c. Sisa Anggaran

d. Otorisasi ini

e. $isa hari ini

8. Ketentuan-ketentuan lain

: Belanja Kabupaten pati
Tahun Anggaran 2003.

: Pasal dan digit sebagaimana daftar terlampir

: Rp..

: Nomor :9141 lZOO3,
Tanggal

: Rp.

:

:Rp

: Rp.

: Rp.

:Rp

Badan, Dinas, Kantor dan Unit Kerja Kabupaten
Patiselaku Pengguna Anggaran diharuskan :

Membuat Dafrar Rincian penggunaan Anggaran
Belanja Satuan Kerja I pernyataan Anggaran
Belanja ( PAB ) dalam 1 ( satu ) tahun anggaran
yang disahkan oleh Bupati sebagai dasar
pengeluaran.



I .r-'

b.

c.

d.

-3-

Apabila. Pernyakan Anggaran tselanja
sebagaimana dimaksud point a diatas belumdisahkan, Bagian Anggaran dan
Perbendaharaan Setda Kabupaien pati dilarang
mencairkan keuangannya.

bqhwa permintaan uang torsebut harus diajukanoleh Pengguna Anggaran berangsur-angsur
menurut kebutuhan .

bahwa. tiap-tiap bulan dan setambat-lambatnya
tanggal 10 harus membuat dan menyampaikan
Surat Perhnggung Jawaban ( SpJ ) ringkap 3 (
tiga ) dengan disertai tanda bukti yJng'satr
rnenurut peraturan yang berlaku kepada Bupati
Pati.

bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai,
Pengguna Anggaran harus mengajukan daftai
perhitungan terakhir yang sebenarnya dari
pemakaian uang yang telah diterima kepada
Bupati Pati.

e.

Ditetapkan di

pada tanggal

: Pati

: Maret 2003.

BUPATI PATI

TASIMAN

TEMBUSAN disampaikan kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten pati 
;

2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten pati 
;3. BPD Jawa Tengah Cabang pati;

4. Kepala Bagian Anggaran dan perbendaharaan $etda Kab. pati

I Kepala Bagian Pembukuan dan verifikasi setda Kab. pati 
;

I Pengguna Anggaran yang bersangkutan ;7. Pemegang Kas yang bersangkutan.



kffi

BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR :914 I t2003

TENTA}IG

PENGESAHAN DAFTAR ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA (DABSK)
TENTANG BELANJA.. ...... KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2OO3

BUPATI PATI

Membaca : Daftar Anggaran Belanja $atuan Kerja ( DAB$K ) yang diajukan
.. Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003.

Menirnbang : bahwa untuk rnelaksanakan kegiahn tersebut perlu disahkan dengan
Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 13 Tahun 1gs0 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten daram Lingkungan propinsi Jarara Tongah;
undang-undang Nomor 22 tahun lggg tenhng pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 10s rahun 2000 tentang pengelolaan

dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2g rahun z00a tentang
Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan

Keuangan Daerah sertia Tata cara penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, petaksanaan Tata usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 1 Tahun 200g tanggal
26 Pebruari 2003 tentang APBD Kabupaten pati rahun Anggaran
2003;

d..

J,

4.

E
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Menekpkan

PERTAMA

KEDUA

TEMEUSAN disampaikan kepada yth. 
:

1 Kepala Badan Pengawas Kabupaten pati 
;

? Kepala Bagian Anggaran dan perbendaharaan setda Kab. pati 
;q Kepala Bagian Pembukuan dan verifikasisetda Kab. pati 

;

1. Pengguna Anggaran yang bersangkutan ;5. Pemegang Kas yang bersangkutan.

6. Keputusan Bupati pati Nomor 3 Tahun 2003 tanggal zz pebruari

Tahun 2003 tentang penjabaran Anggaran pendapakn dan Belanja
Daerah Kabupaten PatiTahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Daftar Anggaran Belanja $atuan Kerja ( DABSK )
Tentang Belanja Kabupaten pati Tahun
Anggaran 2003 sebesar Rp. ..

Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Daftar Anggaran Belanja
$atuan Kerja ( DABSK ) terrampir dan Daftar Rincian Anggaran Belanja
Pelaksanaan Kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Ditetapkan di :Pati

pada tanggal : Maret 2003

BUPATI PATI

TASIMAN



$*\^

BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR:916 I t2003

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR RINCIAN PENGGUNMN ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA (DRPABSK)

TENTANG BELANJA.. ...... KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2OO3

BUPATI PATI

Membaca : Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Satuan Ker,ia ( DRPABSK )
yang diajukan oleh

Anggaran 2003.

Kabupaten Pati Tahun

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu disahkan dengan
Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan

dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

4, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun ZOAZ tentang
Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata cara penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah ;

5- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2003 tanggal
26 Pebruari 2003 tentang APBD Kabupaten pati rahun Anggaran
2003;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

-t-

Keputusan Bupati pati Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 27 pebruari
Tahun 2003 tentang penjabaran Anggaran pendapahn dan Beranja
Daerah Kabupaten pati Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN

:

: Mengesahkan Daftar Rincian penggunaan Anggaran Belanja $atuan
Kerja ( DRPABSK ) Tentang Belanja

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.

Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Daftar Anggaran Beranja
satuan Kerja ( DABSK ) terrampir dan Daftar Rincian Anggaran Beranja
Pelaksanaan Kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Ditetapkan di

pada tanggal

:Pati

: Maret 2003

BUPATI PATI

TASIMAN

THMBUSAN disampaikan kepada yth. 
:

I Kepala Badan pengawas Kabupaten pati 
;

! Kepala Bagian Anggaran dan perbendaharaan setda Kab. pati 
;9. Kepala Bagian pembukuan dan verifikasi setoaral. pati 

;l0.Pengguna Anggaran yang bersangkutan ;
1 1 . Pemegang Kas yang beriangkutan.



DAFTAR PENGANTAR
llo.

SLJRAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

11 ilvl i:Rl hJTA Fi -"1r[ RA.l-l

Pr-trn r',rG l(AT DA.-pAlJ *)

l1,oD[ i':RAhlL]; il.t ;,\f R,^,i I

ALAiviHT

KATJUHA I LI\ PA I I

No. Reg Biro Keuangan

fJo. Telp
No. FA

Tgl dan

langgal ?r,t...

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pati
( Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharana )

Dengan memperi" "iti t'-.4 n ketentuan ketentuan tertera rjalem t(eputusan ilrlenteri Dalam Negeri No. ..... Talrun

Sebesar Rp
Atas nama : Pemegang
\,ri:) ilcl rrl5,na r) Ll 11)/ai - n l"en 

I n g
K.as / P*mborong .

parla l:anl< .., . .. . .

viliiu ltntLli< ke ;;.' 'i;an

-.Jengan 
iilrnpiran - lampiran tersehrit dibawatr ini

r ilira, perii;'',{;,r, i.',emL',r.3,ararr { SA* 1 ( Asli + 2 temi:u.cari

2 I.l;i1t;:rr pe-'rittcr"-rit t(,)tt(j;lll.;l pei)(J{)Llni-larr l(ars (:,i:..1i + 3 i'elitlltlsart )

3 Sr.rrat Keputt'"q ()tnrisarsi ( iil(O )

4 ll*rita acar' .?l{'l:t;"igan eiattr pembeiiall pefirij*en ( Asli r Z
5 iluiat fleiini*,r lelja I $i:rat pesarian (Asli + iJ tst;tliusan )

6 Srrr:,rt Jrer.jenl'rn itral beli I Lrorr:nqan batrgulrati yang bea

7 Sr_lrat kr,ragr r rntr.tk irrlt'tyetor i SKLJ|,/) 3 tembusan
i i;ktr., I ilt,",r t /\sl, I I ti--rnbiisrtt )

I r]+rii:i, Aiafd Dene(inraerr bara.rrg i kemajiran pekerlaan iasli + 2
J0 l{Lrii;rnsi f :rsii .+ temburs;rn
11 .lrtlrrirralr Batll. Penlet rttt;lh asli +?tembusan)
12 i:lutat Fctrrl;uiitahLran FP|'J ( 1 Set )

13 i:lurat Ket+:ranclan PPNI i i Set )

14 Alite f'lol.niii (1i temburrn y-anq rjitanCatanlJatri rJ+ttclr-ln tt.rlisan )

11. i-} ri'"t Anill;r'i;lt 1 3 Icini"'trsati )
'1 6 Konr-:satrten at.ls ciokurrien pongapalan laitrnya I ( 3 ietnbusan 1

'l l'll;'rfirr-gaii /lrcrt-rr:rrir,rmlvai<a:i danlainsebagein',ra(asli 't3
1B ;l{l-'i:' itr,ii r I irni!",us:rir )

1l] u:iftai l<eiuarga i asii ;' ': it:t'itbitsan )

.l(-t iurrrl nikah / cerai ( i] naiinen I

::l il'irii ke'::!iir:n / kll^nri!an { 3 :;alinan )

)_2

1

D

4
5
6
7

R

10
11
1aIL

IJ
14
ti)
'l o
17
4tJ
t(J

1g
)n
a1

n.-)

Ada / ticlak ada
Ada i l.idak ada
Adar i tidak ada
Ada / tidak ada
Acla I ticlak ada
Ada / tidak ada
Ada I tidak ac{a

Ada / tidak ada
Acia I tidak ada
Ada I tidak ada
Ada I tiriak acla

Acia / tidak ada
Ada / tidak ada
Ada I tidak ada
Ada / tidak ada
Ada / ticiak ada
Ada / tidak ada
Ada I tidak ade
Ada / ticiak ada
Ada / tidak ada
Ada / ticJak ada

-lelah clitorinr;: oielr l.laa
lingg clan l:.iL:e ni.J

pada ia:.reo;l ... .. ., .. .,

A n. KAHr.,Cl AhIGG nANl PtrRtf
KAST,JBp "r pt:i? Br_l'lti

') [:]entega',9 Kas Ka'rr,.rt i Satuan
l"{'erja

t\ pe11n[r1raf l-raftar Gaii / hnnarrrit'"n
clan iatn $"tlagatn)/a



\
FORI'/'ULIR SPP - pt<

PHNNNRI$JTAH SP'ERAH
TITJIT CRO'\NISASI
LOKASI
KA.i{TOR I $ATUAN KERJA

Kepada
diminta

: KABUPATEN PATI
:

:

qI Ii" AT [)FF}N/1IhITA Ah] PFMBAYARAN
I}ENGISIANJ KAS

''fAllUN AI\IGGARAN: ......... BULAN.

l(epala Fungsi { Bagian Anggaran Dan Perbendalraraan
..." N()

) Kab. Patidi Pqti

i-iinas / Unit Kerja'
Departemetr / Lembaga
iJnit Crganrsasi
[-okasi
Aktivitas
ile rincien j*nis Penge!r-raran
(Kode rekening )

nncian

DIA Tgl
lilo.
Triw'llan
"Irir,.rulan

Trirrultltrn
Triv'irtlan

Igl lri<r

Ttlt l'lo
T-c;i l'.io

il,4engetahui / trrenyetltlr"tl ,

Irr:i"alo Dinas / llnit Kerja ..,

r serta elasan -
umlah untuk l<ode rel<eni

ilt. R

Guna

an sbb
bersan kutatr

r-il
Rp.

untulc nrentba :ada l<ami sebocai ano Kas
Uraian

1

a
;J
4
5
i)

Rp
!.tnaan

Rp
Rt,
Rp

lPe ngisian l(as

l*_L--t-
rc-[- -Fenqanta;m;n-st."t ;'* k* /
I i 1 St]h,ri Fengrsian Kas s d Yl RP

h:rnk

2 SPJ s.d. Lrulan

3 'SpM Pengisian Kas yanE; belum rJi - Sl'J - kan

4 Sph,4 Pl{ yang tefan Jlgunakan tetapi beltrm cli - SP'l - kan

i _'_-: -.ri14g-!q9-{-b-q!k 
pada hgrr rni. ---

{r)
i
I

Pei-negang l.as

'aq,,i\i, r ijlnag

Ei l?i;anq cataian r.tirtuk Frtng.;si Keuangetlt

! l, _ _.:t QlLs vans-u{qLLqllll

Peiurjuk Penqisian :

f.ormulir- ini ctiqunakan r,tntuk mengajukan permintaan pembayaran beban sementara

;\ Fl;:ris irri b,:risi Lrraian dala tenlarirL; I unit keqa yang mengajukan slrat pemtintaan pembayaran beban tetap

B. ILi:ris ini iierisi uraiarr ,lata tenlang rencana pemanfaatan allgEaran yang dibagi dalam

triwulan I sanrpar clengan iriwglerr iV ,Jan jumlah rrrpiah $PMU yang teiah dikeluarkan sampai dengan bulan herikutnya

f l {.,;tfl5 it_]t Lrefjsl {lala tentans penje tasan sisa kas / Lrank yanll masit] dipegang oieh benejaharawan dlnas/unlt kerla

D. Llaris ini i'r:iisi ciorisasi oklh Dirras I Unit kerja yang rnenqajtlkan permintaan pembayaran"

F. Eiaris ini berisi ruang cataian unli-ik fungsi l<euangan.



LAMPIRAN FORMULIR StrP' PK

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA

r----

I

PE M ER INII'AI..I I$.BUPATEN PATI
DAFTAR RINCIANI PENGGUN/TAN ANGGARAN BELANJA

Lanrpiratr pada SPP No
Regist,:r

iKocle Rekening :

It<oc" l.lnrt Crganisasi : ... . .

I I [-]:crr rrcrnn,.lrr;rr1. Dasar pengeluaran Sl(O ttlo Tgl

)sebesar Rp. . .

2 Rencarra pengelllaran ttntuk keperluan

IrJcmr:r
LJ rr-rt

Jenis l Obyek Belenja Keterangan

Kode Rel<enin
lalltt

ii

lJr:mlah .

I

t-___,---_*."_-.*-

Mengetahui / l'lenYetujui
Atasan Langsung Pemegang; Kas / Pimpinan Pemegang Kas

Unit Organisasi

- -oret vang ti<iak perlu

L--_-._*,

Petuirji.rl'l irenglisian .

Fornruiir irrr cligunal<an untul< 6srrgajLrl.lan pei'nrintaair pernL'ayaran anggaran belanja.
''1 . Knlorrr non)or urut diisi dengan urutan nomor reketting; rencana porlggunaan arlggaran belarrja

2. Kalcm ]e nis / Ql;r,rsft belan.ia diisr dengan kode rekening rencana penggunaan ari.qlafan belanja

3. I'ir:i+ir: iinri*n penggunasn anggarat diisi dengan urair.ir"r ilenEgurisalr L-elenja menurut rincian obyek belanja
zi. lrolorn J'erlcanil rincian obyek belanja ciiisi clengarr juniiah rr-rpiah ierrcana penggullaan anggarnn belanja

li Koiorrr keterangan diisi derigan keterangan seperirrrrya

Rincian Ren';ana
Penggunaan Anggaran Belati.la

Per Rincian Cbyek Helanja

Jumlah
liencana per

Rincian Obyek tselnnja
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)

D!NA$

cle .

PHNGESAI{AN PK YANG TERPAKAI
tsulsn : .".-..

TAHIJN :

TGL / NO. NIPDA :

I

l

PHMESANG KA$ :

K;;;i*BAGilN 
' '' no' '

PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI

Perincian rencana
penqdunaan kas

Jumlah
lVlenurut FA

Jumlah $PM $PJ BT / PK Sisa Kas

1
I 2 J 4 5

Jurnlah Rp. RB. Rp. Rp.



DA FTAR PEhJGAI.JTAR SLJ IiAT PHRMI NTA/\NI PEM BAYARAN
hlo. . .

. KAFIUPATEI'J PATI
No Reg" Biro Keuangan

P[hl Ei:i I ld f/, l-1 DA [R/\ l-"{

P|:'RAI{GKAT DAIRAH ")
I{CLIE PFRANIG KAT DAERAH
ALAMA"f

Telp
trA

No
No

Tgl dan

20....., .. ..Ianggal

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pati
( Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharana )

Den g;a n memperhatikdn ketentuan l<etentuan tertera clalarn Keputusan Menteri Dalam Negeri No Tahun

SeLresar Fip.

Atas nama : Pe.metgang Kas I Pernbr:rong
yang mei.ilpun-vai rek'ening pa':1a barrk

rilu uniuk keperluan
ve]illl?f) lanrpiran - lampiran tetseblit dibawah ini

1

?-

a

4
q

6
7
0(J

o

10
11
11IL

t.7

l.l

15
to
4atr
1B

19
20
21
1''lLL

I

.)

e,

4

t)

0
o

.1 r)

1'1

a '.\

'l J
4At't
'15

'i ii
1-1
,tc
tr-'

1n

21

LL

Swii pernrintaan pembayarall ('SPp ) ( Asli + 2 tembusan Ada / tidak ada
Ada / tidal< ada
Ada I ticlal< ada
Ada / tidak ada
Ada / tidak ada
Ada / tidak ada
Ada l tidak ada
Ada I tidak ada
Ada / tidak ada
Ada I tidak ada
/rda 1 tidak ada
Ada I tidak ada
Ada / tidak ada
Ada / tidak ada
Ada / tidak ada
Ada I tidak ada
Ada / tidak ada
Ada / tidak ada
Ada i tidal< ada
Ada / tidak ada
Ada / ticlak ada

{.laitar perinciarr rencana penggunaalr Kas ( nrsli 't- 3 tetnbusan )

Sui'at Keputusan Otorisasi ( SKO )

Berita acara pelelangan elan pentberiait pekcrjaan { A$li + ?

$urat Perintah Koria i $urat Pesanan i Asli + 2 ten:busan )

Surat perjaniian jual beli i horongan barrgunan, yang l:ea

S{.rrat kuasa itt-rtitk menyetor i $l(UM) 3 tembttsan
FaktLrr / ltloia { Asli + 2 tetnbusari )

Berita Acara perrerimaan l:arang i kenrajuan pekorjaan { asli + 2

K,-ritansi ( asli + tembusan
.Jaminan Banl< Pemerintah asli r- i tembusatt )
Surat Pemberitahuan PF'N ( 'l Sct )
Surat Keierangan PPN ( 1 Set )
Akte Notaris ( 3 tembusat'l yang ditandatangarri dett,Eati ti.llisan )

ilrrat AngkLrtan ( 3 teml:usan )
K{rl]osernsn atas <iokunlen pellgapalan lainrtya I ( 3 ternbusan )
Daftar gaji / hcnr:rarir:m / vakasi clan lain sebagainl,'a ( asli + 3

Sr..PP (asli + 2 ternbusarr )
Daftar keluarga ( asli + 2 temL:usan )
$Lrrat nikah I cerai { 3 salinan )

.SLlrat kelahiran / kematian ( 3 salinan )

CATATAN
.) Cor+t yang tidak Perlu

l-elah diterima oleh Bag

Angg dan P*t"bencl.
pada ianggal ... ... ... ... ...

A n KABAG AI.JGG DAN PERB

KASLJRAG PTRBEI'It]

*) Pemegang Kas Kantor / Satuan
l(erja

*) Pembuat Daftar Gaji / honorarirtm
dan lain sebagainYa.
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FORS,TTTI,TR SPP-BT
Pl i tu{ I r iil},lTr\}t DA-ERAI{

{ r i.i ll' illtcAi'J i SA SI

1 ,illi i\ ST

F. \ tt'l'( )t?. 5i41'Uz\N Ii til.l.J,{

liU1LA'I' Pi:P-ldlt-j'I"AAl'l Pll.l\4lt AY,AJ{AN
RIIB,'\ h\T TII]-i\X A\ILiG:\I{ ;ti.I REi-i\1rl.T;\

'[ahnn fuigearalt: ... h, r-

Kc1:,ada liepala tsagra:i i\nggaratr ilan Pi:r li*rtdirltiiritatr liribnpiLtcn Pali r1i Pati

lfrrrrinla llrrhtk lnel;Llinhillr pemirlvi'rriit'] rli'rilgall SPivi rrntuk pengeln:rlan .

I:---.----.;. .: .---'
I lJltiirs / r. ]'mt i(ftja

Y

l

:l

,J

I

.t

r1

ll

rt
ii

{

I

Iili ;
I

i
I

I

i

I

I

l-lraian I

-i---

lli:
ii rr''i

l) -.\y

Rtr

1{p

Rt:

Rp

I{p

l? 1l

I)eirarternen / Lqmiraga

l-irut t)rgalisir-si

i-okasi

-i\ttiviliis

llsr-inci an Jcni s Pengehiiran

i K.ode lLekening .1

iiebesal

i\Lri)it(lit

t')i

l:l r.r dir $a rk,j n p\:I t.i irl ft silll s r:tragai b l i 
jl<rl f

II
I

.hmrlah rrntrrk Kode ltekerung bcrsangkutan

iiriA i'g,l. .

}ii,. ... ... .

'l'ri.,nt1lrtt I

-Rp

II -Rp

-Rp

)

'l.r'ii"rilarr Ti

l'nu'r:liin 1ll

I'r'iq'rtlatr i\r

sl(.)

lgl

Tl1

'I'.,i

sirlr

Beban Tetap

lll, lrrl Dk

I.ro

ilJl

i.i o

IIi III - Rp

'f arntr:rlii,i rr Penj e1l: san

i !)a''.[n -sPP ini ditctuptr:an hrnpiian-lanrpir;rn yang diperiutr;mr schagairnana tefiera pada daftar pengantar bersangtrerfan

i Ii:ipe lilttti I tr{eul.elrtjttt

Srl atr;u rr I as irn i,nt r;-qriu r'; g Fetncgatt g Kas Pemegalg Kar

L -

i!il)

[?-11 ;. 1; !. r.-' il! n {;rrr uniu]',, {ir trr;st li en n nqa:t

NIP.



LAMPIRAN FORMULIR SPP - BT

DAFTAR RINCIAI'I PENGGUNAAN ANGGARAN RELANJA

PEMERINTAH KABLJPATEN PATI

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA

l-arnpriran paCar SPP No . . .

Regiatt;t : . .

l(ode Fiekenitrg
l(or"ie Unit Organisasi

1. Dasar pengeluaran Sl(O l'.lo

(

keperluan...,...untu'X

lr:

KeteranganNonicr
t-lru1.

sebesar Rp
2 Rcricarra petrgeluaran

/ Otryek Belania

Rinctan Rencann
Penggunattii Anggaran Belatiia

Per Rincian CIbYek Belania

--- 
--(-{'a!s:-Bc!ertl

..1

i

I
J

Mengetellrui / lt,lenyetujui
Aiasan Latrgsung Pernegang Kas I Pemegang Kas

Unit Organisasi

)

n) (-orr:t yang tidak Perlu

Petr tnjL;k Ponglslall ,

Forrnrrlir ini cligunakan untuk mengajukan permintaan pembayirratl anggaran belanja.
,1 . i.iolom nomor urutdiisi clongan urulan nomor rekening rencana penggunaan anggaran belanja

2. l{clam lenis / OlrVek belania clrisi dengari kode rekening rencana penggunaan anggaran belanja

ll i{ollm rincian p*nggunu"n anggar*n .Jiisi clengan uraian penggurraalr belanja menurut rincian obyek belanja

.i. Kolom rencena rincLn obyeir tletanla cliisi cJengan iuntlah rupialr rencana penggunaan anggaran belanja

5. K.olom keterangan diisi dengan keterangan seperlr'inya'

Jumlah
Rencana per

Rinciarr Obyel< Belanja
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i:'t14tnll'lTAil KABtlplIrrli l,i i i
iiariarr / Djnas / li.:inior l

Tahun Anggaiarr

l(ode rl nqqar-air

ijttJL;4 fli,l(i;_t i.Nlj I ,,'iir',ii

Sirclah nterrerima dari : ,

lJang i,1rii,rl:h Rp

Yailu Luttrik pentl-riiyaran :,,,,,

l.Jr-ituk Pe heilaan I keqiatan

r,j|1'lfi!l

i]lt)riii

L.lnrir ai iie

I

I

i

ireti,
yatt..r i.r:iitaii ir.i,,r,: :.rirr -1,,0,,,U'oyn,lO,,

I

-,' ... .''....-,,,.'--' l'.'

\ti,l
r/Jl
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Kode Anggaran

TAFIDA BUKTI PENGELUARAN

$.rdah menerima dari
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Yaitu untuk pembayaran

1. Ka, tub Bag,
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Tanda tangan : ,,,,,
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2, Ka,Bag,

'.;
Mengetahui dan setuju diLayar I

Sekretaris Daerah
( Pengguna Anggaran ) Pemegang
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NIP.
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PATI

TANDA BUKTI PENGELUARAN

Lembar Ke :

Ka,Sub.TU / Ka,Seksi

( Pembantu Pengguna Anggaran i

N0M0R ; ,,,,,
I(ANTOR

fudah menerima dari

Uang sejumlah Rp

Yaitu untuk pembayaran

Untuk Pekerjaan / Kegiatan

Pati,

Yang bedrak m

Tanda tangan

Nama lengkap

enerima pembayaran ;

Alamat:

Mengetahui dan setuju dibayar : ,

Kepala Kantor , ,. ,;. , , ,,,

{ Pengguna Anggaran )
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NIP.

tgafi:e5/Bpflz/eageS

Pernegang Kas

(
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Y.aitu mtr* pernbayaran

TANDA BUKTI PENGELUARAN

Tanda tangan :

Sketaris
( Fembantu Perygwra Arqgaran )

Untuk Pekerjaan I Xegiatan I

Nama lengkap I

Alamat:

Ir'lengetafnli dan setuju dibayar :
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{ Penggura Anggaran )
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KECAMATAN
Badan lDinas / Kantor :

Tahwr Anggaran :

Kode Anggaran :

&rdah menerima dari
Uang sejumlah Rp

Yaitu untuk pernbayaran

Untuk Pekerjaan / Kegiatan

TANDA BUKTI PENGELUARAN

i....,
(...,,,

Pati, ,,
Yang berhak menerirna pembayaran ;

Tanda tangan : ,.,,.

Nama lengkap :

Alarnat:

Sekretaris Camat

( Pembantu Pengguna Anggaran )

Mengetahui dan setuju dibayar ;

Camat ,

( Pengguna Anggaran ) Pemegang Kas
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NIP.
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NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN PATI NOMOR :

PUSKESMAS
Badan IDinas / Kantor :

Tahun Anggaran :

Kode Anggaran ;

Suclah nrenerima dari

Uang sejumlah Rp

Yaitu unluk pembayaran

Untuk Pekerjaan / kegiatan
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Lernbar Ke :
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\ '-.,.: --::.:.:..1.. :-.:i ._:.. : . j .t l
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2, Pembantu Pengguna Anggaran
Kepala PuskesmasPati, , .

Yang berhak rnenerima il;;;;;; 
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Tanda tangan : ,..,,

Nama lengkap

Alamat

Mengetahui dan seiuju dibayar I

Pengguna Anggaran Pernegang Kas
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\



FUtlFt t .... ....:. '

PFI'IERINTAH KABUPATEN PATI NOMOR :

UPTDBadan I Dinas / Kantor i

Tahun Anggaran :
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Uang sejurnlah Rp
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Oleh kami didapat daiam Kas Rp t
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TAHUN A]\GGARAN
BUKU PANJAR

TGI-
NOMOR
LIRUT URAIAN

PENERIMAAN
tlRo)

PENGELUARAN
(Rn)
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Jtunlah Bulan
Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah s/d bulan

Sisa

Kas

.. )

Pembuku

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
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TAHUI''{ AITGGARAN ...,.........r
BUKU PAJAK

TGL
NOMOR
IIR{JT URATAN

PENERIMAAN
(Rp)

PENGELUARAN
(Rn)

iixijij;iii
ii 
jjiiril:iii 

;ii;iiriiiiii
it:t:

::::F
iji;r;:i!!ii::

Jumlah Bulan Rp Rp
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KOP NASKAH DINAS

FORT,IAT I-AMPIRAN

SURAT PERINTAI{ F}EIT.IALANAN NINAS

(sPPD)

NOh{oR :

1. Pejabat yang rnernberi perintah

2. Nama / NIP Pegawai yang dfuerintah :

mengadakan perjalanan clinas

3. Jabatan, Pangliat clan Golongan ilari :

Pegawai yang diperintahkan

4. Perjalanan Dinas yang diperinlrhkan . dari :

lrn
"I'ransportasi 

menggunakan :

5. Fxjalanan I)inas direncanakan : selama (
dari tanggal :

s.d. tanggal :

) hari

6. Maksud msngadakan pel:ialanan

7. Perhitungan Biaya perjalanan : Atas beban
Kode Anggaran

8. Keterangan : Dikuti oleh

Pegawai yang diberi perintah
Patr,

tOyafr : g /Sunt Ocrintal / Aa6e t

Pejabat yang memberi perintah
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KETERANGAN :

DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJLNGI

?r"j'\{
ir,

I DARI ATASAN LANGSUNG PEJABAT / STAF YANG DIPERINTAH
Tempat Kedudukan
Pegawai yang dibcri

perintah
I)D x/ ^-L - 1i

Ianggal Tandatangan Tenrlt:ql .- Tandatangaii _ 
-

NIP.NIP.

04afr : C 5 / Sumt Astint4fr / (pdg6 2



PEMERINTAH KABIIPATEN PATISEKRETAR AT BANR.AE[
Jalan,lombronego(o No. 1 Kode pos 5gl t I pati

Http : //u,elcome.todiab-pati
E-mad : kab-pati(@pati.wasantara.net.id

'*Or-

Telcpon
Faxsimile

: (029$ - 383606
: (0299 - 38:360

Nama

NIP
Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

Kepada :

1. Narna

Jabatan

2. Nama
Jabafan

3. Nama

Jatrat;ur

SUR,",IT PERINTA.H T'UGAS

Nomor :

I\{Eil,IiiRiNTATiI{AN

Untuk : Melaksanakan fugas

Sural Perintah "I\rgas rni agar dilaksanakarr dengan penuh rasa tanggrrng
Dernikian

.iawab.

Pati,

rDyafi : C 5 / Sarut rperintal / rpagt J

NIP.



li -
KANTOR/DINAS /BADAF{:

Nornor :

Lampiran : l(satu) lembar.

Pada hari . taryggal

kanu:

I. Namalengkap 
:

Jabaton

yang bertanda tangan djbawah jrri.

IL Nama lengkap ..

Jabatan :

Sesuoi dengan .,., Non:or tcntang
kepada para Bendaharawan / pemegang Kas, terah mejakrkarr pemeriksaan setempat pacla:

Nama lengkap :

Jabatan

Yang dcngan Surat Keputusan Bupnti pati tnrrggal

ditrrgaskan pengunlsar.r uang .

Nornor

Berdasarka' hasil pemcnksaan Kas serla l>ukti-b'kti yang berarh dalarn pen$u',rsan rtu, clitcrnuka' kcr1ysfx,11,
sebagai berikut :

Jun'rlah uang yang dihitnng di hadapan pejabat tersebut aclalah

a. Uang kertas Banlq uang recehan

b. SPMU dan alat pembayaran lainnya

c. Saldo Bank

d. Materar

e. Surat / Barang berharga yang dirjinkan

Totai Rp.

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dsb. : Rp

Perbedaan positip / negatip arrtara saldo Kas dan Buku Rp.
-%

Pati, .

lIM PEMERIKSA KEUANGAN

A/n. ATASAN LANGSUNC

( Pentbanlu Perrgguna,i\lrg14iuan )( .. ..,,

Rp

Rp

Rp.

li-p

Rp.

SETUJU YANG DIPERIKSA

PEMEGANG KAS,

I

II

III

MENGETAHUI

Kepala Unit Organ:sasi

( Pengguna Anggrirnn )

NIP.

NIP.



trl, --
Tnnggal penutupan Kas

Nama Penutup Kas / pcnregang Kas
Tanggal penutupan Kas yang lalu
Jumlah Penerimaan

Jumlah Pengeluaran

Terdiri dari :

l. Lembaruangkertas Rp

Saldo Buku

Saldo Kas

Rp

Uang logam Rp

Rp

Rp.

Rp

Rp

Rp

100.000,00

50.000,00

20 000,00

10.000,00

5.000,00

1.000,00

500,00

100,00

L000,00

500,00 .

100,00 .

'o-oo

Rp

Rp

Rp.

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Kertas berharga dan bagian kas yang dirjinkan ordonansi ( spb.fll,
Wesel, Cek, Seldo Bank, Materai dan sebagainya ) :

Rp.

Rp

Total Rp

Perbedaan:
PeqJelasau-pefudaan :

Rp

MENGETAHLTi:

Kcpala Unit Organisasi

(Penguna Angaran )

NIP.

Pati"

PEfuIEGANG KAS

'.......''''..''''...'...,..........)
NTP '

Ro

Rp

Rp

lembar 
:

keping 
:

=


